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SULTENG RAYA - Pemerintah Kabu-
paten (Pemkab) Sigi, menegaskan 

kegiatan Festival Danau Lindu (FDL) 
tahun 2025 merupakan program pe-

merintah daerah.  

Pemkab Sigi Tegaskan FDL 
Merupakan Program Pemda

"Jadi penyelenggara uta-
ma Festival Danau Lindu ini 
adalah pemerintah daerah, 
sementara Dewan Kesenian 

Sigi (DKS) maupun Hasan 
Bahasyuan Institute (HBI) 
ini hanya sebagai pendam-
ping serta mitra kerja," kata 

Bupati Sigi Moh Rizal In-
tjenae saat ditemui awak 

media di Desa Bora, Senin. 
Ia mengemukakan men-

gaku kaget adanya pen-
gunduran diri dari Hasan 
Bahasyuan Institute (HBI) 
sebagai mitra kerja pemer-
intah daerah dalam pe-
laksanaan Festival Danau 
Lindu kali ini. 

"Tentunya baik HBI mau-
pun DKS sudah presen-
tasi di hadapan pemerintah 

daerah dan saya minta ke-
duanya untuk bersama-
sama berkolaborasi karena 
jika satu kekuatan ini ber-
satu maka kegiatan Festival 
Danau Lindu ini menjadi 
dahsyat dan menjadi mimpi 
saya untuk membangun 
industri pariwisata itu bisa 
terwujud," ucapnya.

Kalahkan 32 Perusahaan, PT DSI Juara 1
Cerdas Cermat HLHS 2025 di kawasan PT IMIP

LOMBA cerdas cermat di kawasan IMIP. FOTO: IST

SULTENG RAYA - PT 
Dexin Steel Indonesia (PT 
DSI) berhasil meraih juara 1 
lomba cerdas cermat dalam 
rangka memperingati Hari 
Lingkungan Hidup Sedu-
nia (HLHS) tahun 2025 di 
kawasan industry PT Indo-
nesia Morowali Industrial 
Park (PT IMIP).

PT DSI keluar menjadi 
juara 1 usai mengalahkan PT 
IMIP, PT LSI dan PT CDNE 
di babak final.

“Jadi, dalam pelaksanaan 
lomba cerdas cermat KLHS 
2025 yang berlangsung sela-
ma 3 hari di kantor PT IMIP, 
PT DSI keluar menjadi juara 
1 dan berhasil mengumpul-
kan poin sebanyak 1.600 
saat babak final. Kemudian 

■ Baca  PEMKAB... Hal. 7

GM PLN UID 
Suluttenggo 
Pastikan Kesiapan 
Layanan SPKLU
di Bolaang Mongondow

GENERAL Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Utara, 
Tengah, dan Gorontalo (UID Suluttenggo), Usman Bangun, 
melakukan kunjungan kerja ke PLN Unit Layanan Pelanggan 
Inobonto, pelayanan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik 
Umum (SPKLU), Sabtu (14/6/2025). FOTO : PLN

SULTENG RAYA - General Manager PLN Unit 
Induk Distribusi Sulawesi Utara, Tengah, dan 
Gorontalo (UID Suluttenggo), Usman Bangun 
melakukan kunjungan kerja ke PLN Unit Layanan 
Pelanggan Inobonto guna memastikan kesiapan 
pelayanan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik 
Umum (SPKLU), Sabtu (14/6/2025). Kegiatan ini 
merupakan bagian dari komitmen PLN dalam 
mendukung percepatan ekosistem kendaraan 
listrik serta pengurangan emisi karbon, sejalan 
dengan momentum peringatan Hari Lingkungan 
Hidup Sedunia tahun 2025.

Dalam kunjungan tersebut, Usman Bangun 
meninjau langsung operasional SPKLU, mulai dari 
kondisi infrastruktur, keandalan pasokan listrik, 
hingga standar pelayanan pelanggan. Ia juga ber-
dialog dengan tim teknis PLN Unit Layanan Pe-
langgan Inobonto untuk memastikan bahwa setiap 
aspek layanan berjalan optimal demi memberikan 
kenyamanan kepada pengguna kendaraan listrik.

“SPKLU adalah simbol komitmen kita terhadap 
energi bersih dan masa depan yang berkelanjutan. 
Melalui layanan ini, PLN mendukung penuh 
upaya pengurangan emisi karbon, apalagi di mo-
men Hari Lingkungan Hidup Sedunia, ini adalah 
pengingat penting bagi kita semua untuk terus 
menjaga bumi,” ungkap Usman Bangun.

“Karena SPKLU ini berlokasi di Inobonto yang 
merupakan jalur Trans Sulawesi, dimana akses 
utama kendaraan dalam berpergian masuk dan 
keluar dari Provinsi Sulawesi Utara, untuk itu 
perlu dipastikan kondisi SPKLU nya selalu baik, 
sehingga masyarakat yang memiliki kendaraan 
listrik yang hendak bepergian jauh, dapat singgah 
dan memanfaatkan layanan SPKLU PLN ini,” 
tambah Usman. 

Turut hadir dalam kunjungan tersebut Manager 
PLN UP3 Kotamobagu, Hengky Purbo Lesmono, 

Sambut HUT Bhayangkara ke-79, 
Polres Morut Gelar Donor Darah

KEGIATAN  donor darah di Aula Polres Morowali Utara (Morut), Senin (16/6/2025). FOTO: IST

SULTENG RAYA - Da-
lam menyambut Hari Bha-
yangkara ke-79 tahun 2025, 
Polri melaksanakan Bakti 
Kesehatan dengan meng-
gelar Donor darah serentak 
se-Indonesia termasuk di ja-
jaran Polres Morowali Utara 
(Morut), Senin (16/6/2025).

“Hari  ini  Kepolis ian 
Republik Indonesia me-
laksanakan Bakti Kese-
hatan donor darah serentak 
se-Indonesia dalam rang-
kaian menyambut Hari 
Bhayangkara ke-79 tahun 
2025.  Polres Morowali 
Utara dengan bekerja sama 

dengan PMI dan RS Ko-
lonodale menggelar do-
nor darah di Aula Polres 
Morut,“ ungkap Wakapol-
res Morut, Kompol Suriadi 
saat memimpin kegiatan 
donor darah tersebut.

Bupati Parmout 
Sampaikan 

Penjelasan Raperda
Pertanggungjawaban 

APBD 2024

BUPATI PARMOUT, Erwin Burase menyampaikan penjelasan 
Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 
Tahun Anggaran 2024 pada rapat paripurna di gedung DPRD 
Parmout, Senin (16/6/2025). FOTO: ASLAN LAEHO

SULTENG RAYA - Bupati Parigi Moutong 
(Parmout), Erwin Burase menyampaikan pen-
jelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Ang-
garan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Tahun Anggaran 2024 pada rapat paripurna di 
gedung DPRD Parmout, Senin (16/6/2025). Rapat 
paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD 
Parmout, Alfres Masboy Tonggiroh.

Mengawali penjelasannya, Bupati mengatakan, 
pelaksanaan pemerintahan yang baik memerlukan 
sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah seba-
gai mitra sejajar, sebagaimana diamanatkan oleh 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah.

"Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, 
DPRD dan pemerintah daerah mempunyai kedu-
dukan yang sejajar dan bersifat kemitraan dengan 
tugas dan fungsi masing-masing dimana kepala 
daerah menjalankan tugas eksekutif, menyusun 
kebijakan dan anggaran. Sedangkan DPRD memi-
liki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. 
Kemitraan ini adalah fondasi penting dalam 
menghasilkan kebijakan daerah yang berpihak 
pada kepentingan masyarakat," ujarnya.

Bupati juga memaparkan capaian realisasi APBD 
tahun anggaran 2024 yakni bahwa realisasi penda-
patan daerah tahun 2024 mencapai Rp1,82 triliun 
lebih atau 98,35 persen dari target. Sementara itu, 
belanja daerah terealisasi sebesar Rp1,80 triliun 

Garda Iran Deklarasikan Gempur Total Israel
SULTENG RAYA  - 

Korps Garda Revolusi Islam 
Iran (IRGC, unit elite ang-
katan bersenjata negara itu) 
mengatakan, operasi Iran 
terhadap Israel akan terus 
berlanjut. Mereka menya-
takan akan habis-habisan 
memborbardir Israel dan 
baru akan berhenti jika re-
zim Zionis hancur total.

"Operasi True Promise III 
dan operasi-operasi selan-
jutnya akan lebih dahsyat, 
lebih parah, lebih tepat 
sasaran, dan lebih merusak 
daripada yang sebelum-

nya," kata IRGC dalam se-
buah pernyataan, Senin 
(16/6/2025).

"Mereka yang mendu-
kung rezim kriminal ini 
harus tahu bahwa operasi 
yang efektif, terarah, dan 
menghancurkan terhadap 
target-target penting rezim 
ini akan terus berlanjut hing-
ga kehancuran totalnya," 
tambahnya.

Sebelumnya pada malam 
13 Juni, angkatan bersenjata 
Israel (IDF) meluncurkan 

PETUGAS 
penyelamat, 

polisi dan militer 
memeriksa 

bangunan yang 
hancur terkena 

rudal Iran di Bnei 
Brak, Tel Aviv, 

Senin (16/6/2025). 
FOTO: AP PHOTO/LEO 

CORREA
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SULTENG RAYA - Tim Tangkap 
Buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah (Kejati Sulteng) 
berhasil mengamankan DPO Muha-
mad Ali,terkait kasus dugaan tindak 
pidana korupsi penyalahgunaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa (APBDes) Siatu, Kecamatan 
Batudaka, Kabupaten Tojo Una-Una. 
Operasi terjadi, Senin (16/6/2025) 
sekitar pukul 10.00 WITA, di Keca-
matan Panakkukang, Kota Makassar, 
Provinsi Sulawesi Selatan.

Operasi tersebut dipimpin Kepala 
Seksi V Sulteng, I Nyoman Purya, 
SH, MH bersama Kepala Seksi IV 
Kejati Sulteng, Haris Kiyai, SH, 
MH, Kepala Seksi Intel Kejari Tojo 
Una-Una/Plt Kacabjari Wakai 
Muhamad Nuzul, SH dan Aswar 
Anas, S.Kom. 

Penangkapan DPO Muhamad Ali 
merupakan tindak lanjut atas surat 
permohonan Pencarian Orang dan 
Penangkapan Tersangka dari Ke-
pala Cabang Kejaksaan Negeri Tojo 
Una-Una, Nomor : R-07/P.2.18.8/
Fd.2/11/2024 tanggal 26 November 
2024, yang kemudian diterbitkan 

Surat Perintah Operasi Intelijen Ke-
jaksaan Tinggi Sulawesi Tengah No-
mor : SP.OPS-44/P.2/Dti.3/05/2025 
tanggal 27 Mei 2025.

Berdasarkan Laporan Hasil Peng-
hitungan Kerugian Keuangan Nega-
ra (PKKN) atas penggunaan APBDes 
Siatu Tahun Anggaran 2019, 2020, 
dan 2021, perbuatan tersebut menim-
bulkan kerugian negara yang men-
capai Rp 1.070.431.112,00 (Satu Miliar 
Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Tiga 
Puluh Satu Ribu Seratus Dua Belas 
Rupiah). Dalam proses perburuan, 
Tim Kejati Sulteng juga melakukan 
pendekatan persuasif dan mencari 
informasi dari istri DPO, Sumarni, 
namun yang bersangkutan enggan 
memberikan informasi mengenai 
keberadaan DPO. 

Sumarni kemudian menyampai-
kan bahwa Muhamad Ali pernah 
melakukan transfer uang melalui 
adik kandungnya, Anita Yunus, 
yang terjadi 8 (delapan) kali antara 
November 2024 hingga Mei 2025 via 
Bank BSI dan BNI, disertai instruksi 
agar uang tersebut disampaikan 
kepadanya.

Kasipenkum Kejati Sulteng, Laode 
AbdulSofyan, mengatakan ber-
dasarkan informasi tersebut, Kejati 
Sulteng kemudian mengirim surat 
permohonan bantuan pemantauan 
Nomor : R-/P.2/Dti.2/06/2025 
tanggal 5 Juni 2025 kepada Kejaksaan 
Tinggi Sulawesi Selatan untuk turut 
melakukan pengawasan pergerakan 
DPO Muhamad Ali. 

Langkah koordinatif tersebut 
kemudian membuahkan hasil, se-
hingga DPO dapat diamankan di 
Makassar dan dibawa ke Kejaksaan 
Tinggi Sulawesi Selatan untuk dimin-
tai keterangan lebih lanjut. 

Saat ini, DPO Muhamad Ali ten-
gah diamankan di Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Selatan, sambil menunggu 
proses lebih lanjut, yaitu diberang-
katkannya yang bersangkutan ke 
Kota Palu untuk menjalani proses 
penyidikan. 

“Kejaksaan Tinggi Sulawesi Ten-
gah menegaskan komitmennya un-
tuk terus memberantas tindak pidana 
korupsi demi menjaga keuangan 
negara dan kepentingan masyara-
kat,”jelasnya. AMR

TIM Tabur Kejati Sulteng, saat mengamankan DPO dugaan korupsi APBDes Siatu, Kecamatan Batudaka, Kabupaten Tojo Una-
Una, Senin (16/6/2025). FOTO: PENKUM KEJATI SULTENG

DPO Korupsi 
APBDes Siatu Touna 

Ditangkap di Makassar

SULTENG RAYA – Kepolisian 
Sektor (Polsek) Marawola Polres 
Sigi mengungkap kasus pencurian 
dengan pemberatan (Curat) yang 
terjadi di wilayah hukumnya.

“Dua terduga pelaku, ma-
sing-masing berinisial MS (17) dan 
FA (40), diamankan tanpa perla-
wanan di rumah masing-masing di 
Desa Tinggede Selatan, Kecamatan 
Marawola,”kata Kapolsek Mara-
wola Iptu Muh. Rusman, Minggu 
(15/6/2025).

Kasus ini bermula saat korban 
meninggalkan rumah pada Kamis 
(5/6/2025) ke Kota Palu. Ketika 
kembali ke rumah di Desa Sunju 
Kecamatan Marawola, keesokan 
paginya, korban mendapati pintu 
dapur dalam keadaan terbuka. 
Setelah memeriksa isi rumah, 
korban menyadari bahwa satu 
unit sepeda listrik yang sebelum-
nya diparkir di ruang tamu telah 
hilang. Jendela depan rumah juga 
tampak rusak dengan bekas cong-
kelan benda tumpul. Korban pun 
langsung melaporkan hal itu ke 

Polsek Marawola.Menindaklan-
juti laporan tersebut, tim penye-
lidik Polsek Marawola bergerak 
cepat. Hasil penyelidikan men-
garah pada dua orang terduga 
pelaku, yang kemudian berhasil 
diamankan secara persuasif dan 
tanpa perlawanan pada Jumat 
(13/6/2025) malam. 

“Dari tangan para pelaku, kami 
turut mengamankan barang bukti 
berupa satu unit sepeda listrik,” 
tambah kapolsek.

Kapolsek mengatakan, pengung-
kapan ini menjadi bukti kesigapan 
dan kehadiran Polri dalam meres-
pons cepat laporan masyarakat, ser-
ta wujud nyata kepedulian dalam 
menciptakan rasa aman dan nya-
man di lingkungan permukiman.

“Jangan ragu untuk melaporkan 
setiap bentuk kejadian ke kepolisi-
an setempat, baik melalui Bhabin-
kamtibmas, Polsek, atau melalui 
Call Center Polri 110, serta Layanan 
Presisi Kapolsek Marawola melalui 
chat WhatsApp 0821-5625-2075,” 
ucap kapolsek. AMR

Polsek Marawola 
Amankan Pencuri 
Sepeda Listrik

SULTENG RAYA – Se-
jumlah sekolah di Kabupa-
ten Poso, yakni SDIT Per-
mata Islam 2 Tabalu, SDN 
Pinedapa, SD SMPN Sa-
tap Uweralulu, dan SDN 3 
Tambarana melaksanakan 
upacara serentak, Senin 
(16/6/2025). Kegiatan ini 
merupakan bagian dari 
upaya pembinaan karakter 
kebangsaan kepada generasi 
muda.

Empat pos kamtibmas 
Tamanjeka, Kalora, Tabalu 
dan Masamba yang tersebar 
di berbagai wilayah operasi 
terlibat dalam kegiatan ter-
sebut. Kegiatan ini merupa-
kan tindak lanjut arahan 
Dansat Brimob Polda Sula-
wesi Tengah selaku Kasat-
gas III Preventif, Kombes Pol 
Kurniawan Tandi Rongre.

Ia menekankan penting-
nya menanamkan nilai-ni-
lai nasionalisme sejak dini 

kepada anak-anak sebagai 
generasi penerus bangsa. 
“Melalui kegiatan ini, kami 
ingin menanamkan seman-
gat cinta tanah air dan ke-
banggaan terhadap Indone-
sia sejak usia sekolah. Upa-
cara bendera adalah momen 
tepat untuk mengajarkan 
kedisiplinan dan nilai ke-
bangsaan,”ujar Kurniawan.

sai pelaksanaan upacara, 
personel pos kamtibmas 
membagikan sarana kontak 
kepada siswa berupa tas 
sekolah dan alat tulis. Me-
nariknya, pembagian hadiah 
ini dilakukan melalui kuis 
kebangsaan yang disambut 
semangat oleh para siswa.

Sementara, Kepala SDIT 
Permata Islam 2 Tabalu, 
Yusrin Ichtiawan, men-
gapresiasi kegiatan yang 
dilakukan Satgas Madago 
Raya. “Alhamdulillah, kami 
merasa terhormat karena 

bisa melaksanakan upacara 
bersama personel pos kam-
tibmas Satgas Madago Raya. 
Ini adalah pengalaman ber-
harga bagi anak-anak ka-
mi,”katanya.

Yusrin juga menyambut 
baik adanya pembagian 
hadiah melalui kuis ke-
bangsaan kepada para sis-
wa-siswi. “Kegiatan kuis 
dan hadiah ini sangat po-
sitif dan dibutuhkan oleh 
siswa-siswa kami. Semoga 
kerja sama seperti ini bisa 
terus berlanjut di masa men-
datang,”tambahnya.

Satgas III Preventif Ops 
Madago Raya berkomitmen 
untuk terus menjalin sinergi 
dengan dunia pendidikan, 
sebagai bagian dari upaya 
pencegahan dan pende-
katan humanis terhadap 
masyarakat, khususnya di 
wilayah operasi Kabupaten 
Poso. AMR

SULTENG RAYA – Staf Khusus 
Kedutaan Besar Jepang bidang Poli-
tik dan Ekonomi, Hasegawa Takuya, 
melakukan kunjungan kepada Ketua 
Forum Kerukunan Umat Beragama 
(FKUB) Sulawesi Tengah Prof. Dr. H. 
Zainal Abidin, Senin (16/62025) pagi.

Dalam pertemuan itu, Hasegawa 
menggali beberapa informasi menge-
nai kondisi kerukunan dan toleransi 
antarumat beragama di Sulawesi 
Tengah, termasuk perkembangan 
situasi sosial keagamaan di wilayah 
Kabupaten Poso yang pernah dilanda 
konflik sosial.

Menanggapi hal itu, Prof. Zai-
nal Abidin yang juga ketua FKUB 
Sulteng itu menjelaskan bahwa 
kondisi kerukunan umat beragama 
di Poso kini semakin membaik. Ia 
menambahkan, FKUB Sulteng seca-

ra konsisten menjalankan berbagai 
program seperti dialog antar tokoh 
lintas agama, rapat kerja daerah, 
dan muhibah kerukunan atau ber-
kunjung ke rumah-rumah ibadah. 
Ia juga mengemukakan, kegiatan ini 
juga menyasar bagi kalangan pelajar 
di hampir seluruh wilayah Sulteng.

“Melalui berbagai kegiatan ini, 
kami terus mendorong terciptanya 
suasana damai, rukun, dan saling 
menghormati antarumat beragama 
sebagai fondasi dalam pembangunan 
masyarakat,” ujar Prof. Zainal Abidin.

Lebih jauh ia menekankan pen-
tingnya menghargai dan menghor-
mati pandangan agama orang lain, 
sebagai pendekatan utama dalam 
mencegah radikalisme dan memper-
kuat harmoni sosial. Dalam konteks 
ini kata dia, belum lama ini FKUB 

Sulteng akan bekerjasama dengan 
TNI dan Polri untuk melaksanakan 
program moderasi beragama yang 
melibatkan aparat Babinsa dan Bha-
binkamtibmas di seluruh wilayah 
Sulawesi Tengah.

”Kerjasama ini untuk menjadi-
kan Babinsa dan Bhabinkamtibmas 
sebagai penyambung pesan damai, 
toleransi, dan kerukunan kepada 
masyarakat di akar rumput. Mode-
rasi beragama adalah jalan tengah 
dan menjadi kunci merawat kebhin-
nekaan di nuasantara,”pungkasnya.

Kunjungan ini menjadi bagian 
dari upaya saling belajar dan mem-
perkuat pemahaman lintas negara 
tentang pentingnya membangun 
kehidupan sosial yang harmonis, 
damai, dan saling menghargai di 
tengah kemajemukan. AMR

DUA pelaku pencurian sepeda motor listrik yang berhasil ditangkap Polsek Mara-
wola, Jumat (13/6/2025). FOTO: IST 

SEJUMLAH murid sekolah dasar di Poso, saat mengikuti upacara serentak, sebagai upaya pembin-
aan karakter kebangsaan kepada generasi muda, Senin (16/6/2025).FOTO: IST 

Ratusan Siswa Ikut 
Pembinaan Karakter Kebangsaan 

BAHAS TOLERANSI

Staf Khusus Kedutaan Jepang Temui FKUB Sulteng

SUASANA diskusi antara Staf Khusus Kedutaan Besar Jepang bidang Politik dan Ekonomi, Hasegawa Takuya, saat menemui 
Ketua FKUB Sulteng, Prof Dr.H.Zainal Abidin, Senin (16/6/2025) pagi. FOTO: IST
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M e n g u s u n g  t e m a 
COSPLAY, acara ini mema-
dukan dunia hiburan kreatif 
dengan promosi produk 
unggulan sepeda motor 
Honda BeAT melalui dua 
kompetisi utama, Cosplay 
Competition dan Coswalk 
Competition. Kegiatan ini 
menjadi magnet tersendi-
ri bagi pengunjung mall. 
Masyarakat tampak sangat 
antusias menikmati ton-
tonan hiburan gratis ini, 

dengan para peserta tam-
pil memukau dalam kos-
tum-kostum karakter favorit 
dari anime, game, hingga 
film. Suasana penuh warna 
dan semangat muda begi-
tu terasa sepanjang acara 
berlangsung. Honda BeAT, 
sebagai motor yang paling 
diminati anak muda, men-
jadi pusat perhatian dalam 
acara ini. Dengan desain 
yang ramping, fitur canggih 
seperti idling stop system, 

SUASANA acara Honda BeAT VIBES di atrium Palu Grand Mall (PGM), Ahad, 8 Juni 2025. FOTO: DOK HONDA

Honda BeAT VIBES Hadirkan 
Keseruan Dunia Cosplay di PGM

SULTENG RAYA – Kemeriahan dan krea-
tivitas anak muda meledak di atrium Palu 
Grand Mall (PGM) dalam event Honda BeAT 
VIBES yang sukses digelar pada Ahad, 8 Juni 
2025.

panel digital modern, dan 
kapasitas bagasi luas, Hon-
da BeAT cocok untuk gaya 
hidup aktif, ekspresif, dan 
serba cepat khas generasi 
muda masa kini.

"BeAT VIBES kami hadir-
kan sebagai ruang ekspresi 
untuk anak-anak muda 
Palu. Kreativitas mereka 
luar biasa, dan kami bangga 
Honda BeAT bisa menja-
di bagian dari gaya hidup 

dan semangat mereka. An-
tusiasme masyarakat hari 
ini membuktikan bahwa 
kegiatan positif seperti ini 
sangat dibutuhkan dan di-
rindukan," kata Hermanto 
selaku PIC Promosi Anuge-
rah Perdana.

Selain kompetisi cosplay, 
pengunjung juga berke-
sempatan untuk mengenal 
lebih dekat fitur-fitur ter-
baru Honda BeAT, mencoba 

langsung unit test ride, serta 
mendapatkan promo me-
narik yang hanya tersedia 
selama acara berlangsung.

Dengan suksesnya acara 
ini, Honda BeAT VIBES 
diharapkan bisa terus hadir 
sebagai platform anak muda 
untuk mengekspresikan 
diri, sambil mengenal pro-
duk motor berkualitas tinggi 
yang mendukung mobilitas 
dan gaya hidup mereka.*/YAN

SULTENG RAYA - Ra-
tusan peserta mengikuti Bak-
ti Kesehatan Donor darah 
dan pemeriksaan kesehatan 
dalam rangka Hari Ulang 
Tahun Bhayangkara ke-79 di 
Aula Torabelo Polresta Palu, 
Senin (16/6/2025).

Bakti kesehatan serentak 
diikuti personel Polda Sul-
teng, Korem 132/Tadulako, 
Lanal Palu, Bhayangkari 
dan pengemudi ojek online 
(Ojol).

Bakti Kesehatan ini di-
lakukan jajaran Polri seca-
ra serentak dipimpin oleh 
Kapolri Jenderal Pol Drs. 
Listyo Sigit Prabowo secara 
daring. Kapolda Sulteng 
Irjen Pol Dr. Agus Nugro-
ho dan unsur Forkopimda 
Sulteng, Wakapolda Brigjen 
Pol. Dr. Helmi Kwarta Ku-
suma Putra Rauf, pejabat 
utama Polda Sulteng, Ketua 
dan Pengurus Bhayangkari 
Sulteng turut mengikuti 
acara tersebut.

Kabiddokkes Polda Sul-
teng, AKBP dr. Edi Syah-
putra Hasibuan mengata-
kan, Bakti Kesehatan ini di-
laksanakan serentak dalam 
rangka HUT Bhayangkara 

ke-79 tahun 2025. 
“Bakti Kesehatan ini dise-

lenggarakan dengan beker-
jasama PMI Sulteng, berupa 
donor darah dan pemeriks-
aan kesehatan oleh Rumah 
Sakit Bhayangkara Palu,” 
ujarnya.

"Peserta donor darah 
adalah personel Polda Sul-
teng, TNI dari Korem 132/
Tadulako, Lanal Palu dan 
pemeriksaan kesehatan ke-
pada pengemudi ojek on-
line," tambah dr. Edi Syah-
putra Hasibuan.

dr. Edi menyebutkan, tar-
get dari pelaksanaan do-
nor darah ini sebanyak 270 
kantong darah yang nan-
tinya akan disumbangkan 
kepada PMI Sulteng un-
tuk memenuhi kebutuhan 
saudara-saudara kita yang 
membutuhkan, sedangkan 
pemeriksaan kesehatan di-
ikuti 170 pengemudi Ojol.

“Bakti kesehatan ini seba-
gai wujud kepedulian Polri 
terhadap masyarakat serta 
kesehatan pengemudi ojek 
online, hal ini selaras dengan 
tema HUT Bhayangkara ke-
79 tahun 2025 "Polri Untuk 
Masyarakat",” jelasnya.*/YAT

KAPOLDA Sulteng, Irjen Pol Dr. Agus Nugroho bersama para Ojol 
dalam kegiatan Bakti Kesehatan Donor darah dan pemeriksaan 
kesehatan dalam rangka Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-79 
di Aula Torabelo Polresta Palu, Senin (16/6/2025).FOTO: BIDHU-
MAS POLDA SULTENG

BAKTI KESEHATAN HUT BHAYANGKARA KE-79

Polda Sulteng Gelar Donor 
Darah dan Pemeriksaan 

Kesehatan Ojol

SULTENG RAYA - Bupa-
ti Banggai Ir. H. Amirudin 
Tamoreka, membuka secara 
resmi pelatihan berbasis 
kompetensi kejuruan Plate 
Welder SMAW 3G dan ke-
juruan service sepeda motor 
injeksi, yang dirangkaikan 
dengan pelepasan Siswa-sis-
wi Kejuruan Pengelasan 6G 
ke Batam, di gedung BLK 
Desa Koyoan Permay Keca-
matan Nambo, Kabupaten 
Banggai, Jumat (13/6/2025).

Kegiatan tersebut, me-
rupakan kerjasama antara 
Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi (Disnaker-
trans) Bangai dengan JOB 
Pertamina- MEDCO E&P 
Tomori Sulawesi.

Dalam sambutannya 
Bupati Banggai menyam-
paikan, kegiatan tersebut 
sangat penting, olehnya 
kepada seluruh peserta 
agar mengikutinya dengan 
penuh sungguh-sungguh.

"Pemerintah Kabupaten 
(Pemkab) Banggai berusaha 

BUPATI Banggai, Ir. H. Amirudin Tamoreka saat berpose bersama peserta pelatihan berbasis kompetensi 
kejuruan Plate Welder SMAW 3G dan kejuruan service sepeda motor injeksi, di gedung BLK Desa Koyoan 
Permay Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, Jumat (13/6/2025). FOTO: DOK PEMKAB BANGGAI

Bupati Banggai Buka Pelatihan Berbasis Kompetensi

untuk memberikan pelati-
han-pelatihan kepada masy-
arakat sehingga pembukaan 
lapangan kerja di daerah ini 
semakin hari semakin luas," 
kata Bupati. Bupati juga 
menyampaikan terima kasih 
kepada pihak JOB Pertami-
na- MEDCO E&P Tomori 
Sulawesi, PT. Edukasi Te-

knologi Grup (Petro Tekno) 
dan PT. Panca Amara Utama 
atas kerjasamanya dengan 
Pemkab Banggai berjalan 
dengan baik.

Tampak hadir dalam ke-
giatan itu, Kepala Dinas 
Tenaga kerja & Transmigrasi 
Banggai, pimpinan  JOB Per-
tamina- MEDCO E&P To-

mori Sulawesi, Perwakilan 
PT. Edukasi Teknologi Grup 
(Petro Tekno), Perwakilan 
PT. Panca Amara Utama, 
Kapolsek kintom, Camat 
Moilong, Camat Batui, Ca-
mat Batui Selatan, Camat 
Nambo, serta Lurah dan 
Kepala Desa Sekecamatan 
Nambo.*/MAN

SULTENG RAYA - Lem-
baga Pembinaan Khusus 
Anak (LPKA) Palu mene-
rima kunjungan kerja dari 
Tim Teknologi Informasi 
dan Kerja Sama Direktorat 
Jenderal Pemasyarakatan 
(Ditjen PAS) pada Rabu 
(11/6/2025). 

Kunjungan ini bertujuan 
untuk melakukan moni-
toring dan evaluasi guna 
mengoptimalkan imple-
mentasi Sistem Database 
Pemasyarakatan (SDP) dan 
Sistem Penilaian Pembinaan 
Terpadu Teknologi Infor-
masi (SPPT TI) di LPKA 
Palu.

Tim Ditjen PAS diwaki-
li oleh Prawiro dan Arif. 
Dalam kesempatan ini, me-
reka didampingi oleh Fahmi 
dari PT 5MB, yang merupa-
kan penyedia layanan inter-
net bagi Direktorat Pemasy-
arakatan.

Kepala LPKA Palu, Mo-
hammad Kafi, menyambut 
baik kedatangan tim ini. 

Ia didampingi oleh jajaran 
pejabat LPKA Palu, terma-
suk Kepala Seksi Registrasi, 
Yeffri Balili, Kepala Subseksi 
Registrasi, Agung Purnomo 
dan Kepala Subseksi Peni-
laian dan Klasifikasi, Andi 
Hermawan.

"Kami sangat mengapresi-
asi kunjungan ini. Optimali-
sasi SDP dan SPPT TI adalah 
kunci untuk meningkatkan 
efisiensi dan akuntabilitas 
dalam pembinaan anak di-
dik pemasyarakatan," ujar 
Mohammad Kafi. 

"Dengan sistem yang te-
rintegrasi, kami dapat me-
mastikan data yang akurat 
dan mendukung proses pen-
gambilan keputusan yang 
lebih baik," tambahnya.

Dikatakannya, kunjungan 
ini berfokus pada evaluasi 
dan perbaikan sistem yang 
ada, termasuk memastikan 
konektivitas internet yang 
stabil dan pemanfaatan fi-
tur-fitur sistem secara mak-
simal. 

Tim dari Ditjen PAS dan 
PT 5MB memberikan ma-
sukan teknis dan berdiskusi 
langsung dengan staf LPKA 
Palu terkait kendala yang 
mungkin dihadapi dalam 
operasional sistem.

"Melalui monitoring dan 
evaluasi berkala seperti ini, 
kami berharap implemen-
tasi teknologi informasi di 
seluruh lembaga pemasya-
rakatan dapat berjalan op-
timal," kata Prawiro dari 
Ditjen PAS. 

"Sistem informasi yang 
handal akan sangat mem-
bantu dalam mewujudkan 
tata kelola pemasyarakatan 
yang modern dan transpa-
ran," tambahnya.

Kegiatan ini diharapkan 
dapat membawa dampak 
positif bagi peningkatan 
kualitas layanan dan pembi-
naan di LPKA Palu, sejalan 
dengan komitmen Ditjen 
PAS untuk terus mengem-
bangkan sistem informasi 
pemasyarakatan.*/YAT

KEPALA LPKA Palu, Mohammad Kafi saat menerima kunjungan kerja dari Tim Teknologi Informasi 
dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) pada Rabu (11/6/2025). FOTO: 
HUMAS LPKA PALU

MENGGALI POTENSI LPKA PALU

Tim Ditjen PAS Perkuat 
Implementasi SDP dan SPPT TI
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PENGUMUMAN LELANG II (KEDUA) 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Retail Asset 
Management X/ Sulawesi & Maluku akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang 
dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : www.lelang.go.id 
atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama :  
 
- Nur Milayana, berupa : 

Sebidang tanah sesuai SHM No. 01151/Lambara tgl. 06/09/2017 luas 2014 m² an. Nur Alam, tanah kosong, terletak 
di Kel. Lambara, Kec. Tawaeli, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah. 
Harga limit lelang  Rp.   391.000.000,-                                               Setoran Uang Jaminan   Rp.   82.200.000,- 
 
 

Deskripsi Persyaratan Lelang : 
 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website www.lelang.go.id 
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea 

lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya 
pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Pemenang lelang, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1% dari nilai laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank 
Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. 

10. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is). 
 

 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 
 

Hari / Tanggal : Selasa, 01 Juli 2025 
Batas Akhir Penawaran : 01 Juli 2025 09:00 WIB (sesuai waktu server) 
Alamat Domain : lelang.go.id 
Tempat Pelaksanaan Lelang : KPKNL Palu, Jalan Prof M Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk, Retail Asset Management X/ Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, (0811-9868-281 Sdr. Tiana Aurora 
Pasaribu dan 081354906266 Sdri. Yuli) 

  
 
 

Makassar, 17 Juni 2025 
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 

Retail Asset Management X / Sulawesi & Maluku 
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Ardiansa 

Assistant Vice President 

KPKNL Palu 

 
PENGUMUMAN KEDUA 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

 
Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda–Benda 
Yang Berkaitan Dengan Tanah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Retail Asset Management X/ Sulawesi & Maluku akan 
melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 
Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open bidding) 
yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama :  

 
 CV. Ivana 

Sebidang tanah seluas 391 m2 sesuai SHM No. 259/Maahas tanggal 21/08/1992 a.n Junianto Bondang terletak di Jalan 
Dr. Moh. Hatta, Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Selatan (d/h. Luwuk), Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi 
Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 1.094.800.000,-    Setoran Uang Jaminan Rp. 219.000.000,- 

 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
 

1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id  
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang 

pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang 
dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).  
10. Pemenang lelang, berdasarkan PMK 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1% dari nilai 

laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 
pelaksanaan lelang. 

 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 

Hari /Tanggal : Selasa, 01 Juli 2025 

Batas Akhir Penawaran : 01 Juli 2025 09.00 WIB (sesuai waktu server) 

Alamat Domain : lelang.go.id 

Tempat Pelaksanaan 
Lelang 

: 
KPKNL Palu, Jalan Prof. Moh. Yamin No. 55, Kota Palu 
Jalan Prof. Moh. Yamin No. 55, Kota Palu 

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk - Retail Asset Management Region X/Sulawesi & Maluku 
(0411) 3621425 atau 3621428, (085398826820 Sdr. Fadly dan 08114504517 Sdri. Rafia) 

 

Makassar, 17 Juni 2025 
PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. 

Retail Asset Management Region X/Sulawesi & Maluku 
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Ardiansa 
Assistant Vice President 

KPKNL Palu 

 
PENGUMUMAN KEDUA 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

 
Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda–Benda 
Yang Berkaitan Dengan Tanah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Retail Asset Management X/ Sulawesi & Maluku akan 
melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 
Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open bidding) 
yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama :  

 
 Haji Aguslam N. Hampeng 

Sebidang tanah seluas 3.080 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang melekat dan berdiri diatasnya sesuai SHM 
No. 160/Bantaya tanggal 03/06/1982 an. Najamudin Hampong terletak di Jl. Bundaran Kota, Kel. Bantaya, Kec. Parigi, 
Kab. Parigi Moutong (Dahulu Kab. Donggala) Provinsi Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 1.000.966.000,-    Setoran Uang Jaminan Rp. 201.000.000,- 

 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
 

1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id  
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang 

pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang 
dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).  
10. Pemenang lelang, berdasarkan PMK 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1% dari nilai 

laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 
pelaksanaan lelang. 

 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 

Hari /Tanggal : Selasa, 01 Juli 2025 

Batas Akhir Penawaran : 01 Juli 2025 09.00 WIB (sesuai waktu server) 

Alamat Domain : lelang.go.id 

Tempat Pelaksanaan 
Lelang 

: 
KPKNL Palu, Jalan Prof. Moh. Yamin No. 55, Kota Palu 
Jalan Prof. Moh. Yamin No. 55, Kota Palu 

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk - Retail Asset Management Region X/Sulawesi & Maluku 
(0411) 3621425 atau 3621428, (085398826820 Sdr. Fadly dan 08114504517 Sdri. Rafia) 

 

Makassar, 17 Juni 2025 
PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. 

Retail Asset Management Region X/Sulawesi & Maluku 
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Ardiansa 

Assistant Vice President 

KPKNL Palu 

 
PENGUMUMAN KEDUA 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

 
Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda–Benda 
Yang Berkaitan Dengan Tanah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Retail Asset Management X/ Sulawesi & Maluku akan 
melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 
Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open bidding) 
yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama :  

 
 CV. Rizky Perdana 

Sebidang tanah seluas 19.998 m2 sesuai SHM No. 141/Dongin tanggal 30/03/1999 a.n Jhon terletak di Jl. Kebun, Desa 
Dongin, Kec. Toili Barat (d.h Toili), Kab. Banggai, Prov. Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 358.000.000,-    Setoran Uang Jaminan Rp. 72.000.000,- 

 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
 

1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id  
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang 

pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang 
dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).  
10. Pemenang lelang, berdasarkan PMK 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1% dari nilai 

laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 
pelaksanaan lelang. 

 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 

Hari /Tanggal : Selasa, 01 Juli 2025 

Batas Akhir Penawaran : 01 Juli 2025 09.00 WIB (sesuai waktu server) 

Alamat Domain : lelang.go.id 

Tempat Pelaksanaan 
Lelang : 

KPKNL Palu, Jalan Prof. Moh. Yamin No. 55, Kota Palu 
Jalan Prof. Moh. Yamin No. 55, Kota Palu 

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk - Retail Asset Management Region X/Sulawesi & Maluku 
(0411) 3621425 atau 3621428, (085398826820 Sdr. Fadly dan 08114504517 Sdri. Rafia) 
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Retail Asset Management Region X/Sulawesi & Maluku 
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Assistant Vice President 
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PENGUMUMAN KEDUA 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

 
Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda–Benda 
Yang Berkaitan Dengan Tanah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Retail Asset Management X/ Sulawesi & Maluku akan 
melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 
Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open bidding) 
yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama :  

 
 PT. Saranamukti Puterasejati 

1. Sebidang tanah seluas 751 m2 sesuai SHM No. 195/Luwuk tanggal 17/04/1984 an. Djemmy Najoan terletak di D.I 
Panjaitan Kelurahan Karaton (d/h Luwuk), Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai (d/h Daerah Tingkat II Banggai), 
Propinsi Sulawesi Tengah (d/h Daerah Tingkat I Sul-Teng). 
Harga Limit Lelang Rp. 2.531.000.000,-    Setoran Uang Jaminan Rp. 507.000.000,- 
 

2. Sebidang tanah seluas 1.589 m2 sesuai SHM No. 300/Ampana tanggal 29/07/2009 an. Batia Sisilia Hadjar terletak 
di Jalan Cendrawasih Kelurahan Ampana, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Propinsi Sulawesi 
Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 267.000.000,-    Setoran Uang Jaminan Rp. 54.000.000,- 
 

3. Sebidang tanah seluas 935 m2 sesuai SHM No. 569/Luwuk tanggal 11/05/2000 an. Djemy Nayoan berikut bangunan 
dan segala sesuatu yang melekat dan berdiri diatasnya terletak di Jalan K.H Agus Salim Kelurahan Luwuk, 
Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 2.977.700.000,-    Setoran Uang Jaminan Rp. 596.000.000,- 
 

4. Sebidang tanah seluas 384 m2 sesuai SHM No. 418/Bungin  tanggal 11/05/2000 an. Djemmy Najoan luas terletak di 
Jalan Batu Alam Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 607.000.000,-    Setoran Uang Jaminan Rp. 122.000.000,- 
 

5. Sebidang tanah seluas 764 m2 sesuai SHM No. 419/Bungin  tanggal 11/05/2000 an. Djemmy Najoan terletak di Jalan 
Imam Bonjol Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 1.941.000.000,-    Setoran Uang Jaminan Rp. 389.000.000,- 
 

6. Sebidang tanah seluas 8.264 m2 sesuai SHM No. 381/Biak tanggal 11/02/2004 an. Djemmy Najoan berikut bangunan 
dan segala sesuatu yang melekat dan berdiri diatasnya terletak di Jalan Lingkungan, Desa Biak, Kecamatan Luwuk, 
Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 2.281.300.000,-    Setoran Uang Jaminan Rp. 457.000.000,- 
 

7. Sebidang tanah seluas 570 m2 sesuai SHM No. 02714/Birobuli Selatan tanggal 04/08/2020 an. Djemmy Nayoan 
berikut bangunan dan segala sesuatu yang melekat dan berdiri di atasnya terletak di Jalan Keledai Kelurahan Birobuli 
Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 1.314.200.000,-    Setoran Uang Jaminan Rp. 263.000.000,- 
 

8. Sebidang tanah seluas +543 m2 sesuai SHM No. 1072/Birobuli tanggal 23/02/2000 an. Djemmy Nayoan berikut 
bangunan dan segala sesuatu yang melekat dan berdiri diatasnya terletak di Jalan Mawas No. 5, Kelurahan Birobuli 
Selatan (d/h Birobuli), Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 1.633.700.000,-    Setoran Uang Jaminan Rp. 327.000.000,- 
 

9. Sebidang tanah seluas 2.381  m2 sesuai SHM No. 159/Sansarino tanggal 29/07/2009 an. Batia Sisilia Hadjar terletak 
di Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Propinsi Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 238.000.000,-    Setoran Uang Jaminan Rp. 48.000.000,- 
 

10. Sebidang tanah seluas 10.044  m2 sesuai SHM No. 563/Uentanaga Atas tanggal 31/07/2009 an. Batia Sisilia Hadjar 
terletak di Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Propinsi Sulawesi 
Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 392.000.000,-    Setoran Uang Jaminan Rp. 79.000.000,- 
 

11. Sebidang tanah seluas 16.000  m2 sesuai SHM No. 00539/Bantuga tanggal 21/11/2013 an. Djemmy Najoan terletak 
di Jalan Lingkungan Desa Bantuga, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, Propinsi Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 368.000.000,-    Setoran Uang Jaminan Rp. 74.000.000,- 

 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
 

1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id  
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
 
 
 
 
 
 

KPKNL Palu 

4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 
lelang. 

5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang 

pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang 
dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).  
10. Pemenang lelang, berdasarkan PMK 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1% dari nilai 

laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 
pelaksanaan lelang. 

 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 

Hari /Tanggal : Selasa, 01 Juli 2025 

Batas Akhir Penawaran : 01 Juli 2025 09.00 WIB (sesuai waktu server) 

Alamat Domain : lelang.go.id 

Tempat Pelaksanaan 
Lelang 

: 
KPKNL Palu, Jalan Prof. Moh. Yamin No. 55, Kota Palu 
Jalan Prof. Moh. Yamin No. 55, Kota Palu 

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk - Retail Asset Management Region X/Sulawesi & Maluku 
(0411) 3621425 atau 3621428, (085398826820 Sdr. Fadly dan 08114504517 Sdri. Rafia) 

 

Makassar, 17 Juni 2025 
PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. 

Retail Asset Management Region X/Sulawesi & Maluku 
 
 
 
 

 
Ardiansa 

Assistant Vice President 
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M

Iip Rifai

Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

PEREBUTAN empat pulau anta-
ra Provinsi Aceh dan Sumatra 
Utara belakangan menyesa-
ki ruang informasi publik. 

Polemik tentang provinsi mana yang 
memiliki Pulau Mangkir Besar, Mangkir 
Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang 
itu mengemuka kembali setelah terbitnya 
Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kep-
mendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 
2025 tentang Pemberian dan Pemutakhi-
ran Kode serta Data Wilayah Administrasi 
Pemerintahan dan Pulau.

Kepmendagri yang ditetapkan pada 25 
April 2025 itu sekaligus mengukuhkan 
keempat pulau sebagai wilayah Sumatra 
Utara. Pemerintah Provinsi Aceh merasa 
keputusan tersebut sepihak sekaligus 
menyalahi hak kepemilikan Aceh ter-
hadap keempat pulau sesuai dengan 
kesepakatan bersama pada 1992 antara 
Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatra 
Utara.

Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla 
(JK), mengamini bahwa Aceh-lah pemilik 
keempat pulau tersebut. Hal itu berawal 
dari kesepakatan perundingan antara 
pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh 
Merdeka (GAM) di Helsinki pada 2005. 
JK yang menjadi tokoh sentral dalam inte-
grasi GAM ke Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) itu mengungkapkan, 
dalam perundingan di Helsinki disepakati 
perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 
yang dicantumkan dalam Undang-Un-
dang (UU) Nomor 24 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Provinsi 
Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentu-
kan Provinsi Sumatra Utara yang diteken 
Presiden Soekarno. UU tersebut menjadi-
kan Provinsi Aceh sebagai daerah otonom, 
terpisah dari Sumatra Utara.

Di sisi lain, Kemendagri mengatakan 
sengketa kewilayahan keempat pulau 
terus berulang dan menjadi polemik 
selama lebih dari dua dekade. Menurut 
Kemendagri, baik Sumatra Utara maupun 
Aceh sudah bersepakat untuk menyer-
ahkan keputusan kepada Tim Nasional 
Pembakuan Nama Rupabumi. Keputusan 
itu menjadi acuan Kepmendagri 2022 yang 
sudah terlebih dahulu mengukuhkan Su-
matra Utara sebagai pemilik empat pulau 
yang disebut-sebut memiliki potensi besar 
cadangan migas.

Direktur Jenderal Bina Administrasi 
Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA 
mengakui Kemendagri baru mengetahui 
ihwal kesepakatan 1992 setelah Kepmen-
dagri 2022 terbit. Di sini ada keanehan, 
mengapa Kemendagri masih saja menga-
baikan kesepakatan 1992 dengan merilis 
keputusan terbaru 2025.

Sahut-menyahut dan adu argumentasi 
tidak akan menyelesaikan masalah. Pun, 
ketegangan antarprovinsi tidak boleh dibi-
arkan berlaru-larut karena dapat memicu 
disintegrasi. Selama polemik bergulir, 
ada saja isu-isu provokatif yang membuat 
situasi makin panas.

Oleh sebab itu, pemerintah pusat harus 
cepat menengahi. Menurut rencana, Presi-
den Prabowo Subianto akan turun tangan 
menyelesaikan sengketa wilayah tersebut.

Intervensi Kepala Negara seusungguh-
nya amat disayangkan. Mestinya, mediasi 
sengketa antarprovinsi dapat dilakukan 
oleh Mendagri. Akan tetapi, terbitnya 
Kepmendagri yang mengakui kepemili-
kan oleh Sumatra Utara membuat posisi 
Mendagri Tito Karnavian tidak lagi berada 
di tengah. Terlebih, protes Pemprov Aceh 
mengesankan penyusunan Kepmendagri 
itu tidak melibatkan mereka.

Hal yang patut kita apresiasi, sebelum 
sampai ke Presiden Prabowo, Kemendagri 
masih berupaya memediasi lewat ruang 
dialog dengan kedua provinsi bersama 
Tim Rupabumi. Pemprov Aceh dan Su-
matra Utara menyambutnya. Kedua pihak 
bersedia duduk bersama di Jakarta pada 
pertemuan yang dijadwalkan berlangsung 
Rabu (18/6) mendatang.

Kita dorong agar sengketa atas empat 
pulau itu memperoleh solusi yang cepat, 
adil, dan bermartabat. Tujuannya agar 
tidak berkembang menjadi hal-hal negatif 
dan alat provokasi pihak-pihak yang tidak 
menghendaki perdamaian.

Kita ingatkan pula agar para pembantu 
presiden menghindari berbuat gaduh le-
wat blunder-blunder kebijakan maupun 
pernyataan. Tugas mereka ialah mem-
bantu, bukan malah menambah beban di 
pundak presiden.*Media Indonesia.

Berebut 
Empat 
Pulau
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M

Iip Rifai

Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-
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Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

Warda L
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Mewujudkan Swasembada 
Energi Lewat Energi Terbarukan
DALAM menghadapi tantangan perubahan 
iklim global, terbatasnya cadangan energi fosil, 
serta meningkatnya kebutuhan energi nasional, 
pemerintah Indonesia terus menunjukkan komit-
men kuat untuk memaksimalkan potensi energi 
terbarukan. Langkah ini merupakan bagian pen-
ting dari strategi jangka panjang menuju swas-
embada energi, yaitu kondisi di mana Indonesia 
dapat memenuhi seluruh kebutuhan energinya 
secara mandiri dan berkelanjutan tanpa bergan-
tung pada impor energi dari luar negeri.

SEBAGAI negara 
kepulauan terbesar 
di dunia, Indonesia 
memiliki kekayaan 

sumber daya alam yang sangat 
besar. Beragam potensi energi 
terbarukan seperti tenaga su-
rya, angin, air, bio energi, dan 
panas bumi tersebar hampir 
di seluruh wilayah nusantara. 
Namun, sejauh ini pemanfaat-
an energi terbarukan masih 
belum optimal.

Berdasarkan data Kemente-
rian Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM), potensi ener-
gi terbarukan Indonesia diper-
kirakan mencapai lebih dari 
3.600 gigawatt. Sayangnya, 
dari potensi tersebut, peman-
faatannya baru menyentuh 
angka di bawah 15 persen. Hal 
ini menjadi tantangan sekali-
gus peluang besar yang harus 
segera dimaksimalkan demi 
mencapai kemandirian energi.

Pemerintah tidak tinggal 
diam menghadapi situasi 
ini. Dalam beberapa tahun 

gunan Kewilayahan Agus 
Harimurti Yudhoyono (AHY) 
menegaskan bahwa pemban-
gunan infrastruktur merupa-
kan backbone kemajuan nasi-
onal, khususnya untuk men-
dukung swasembada pangan, 
energi, dan air yang menjadi 
prioritas Presiden Prabowo 
Subianto.

Dalam praktiknya, upaya 
pemerintah untuk memperce-
pat pengembangan energi ter-
barukan diwujudkan melalui 
berbagai program nyata. Salah 
satu bentuk nyata komitmen 
tersebut adalah pembangunan 
pembangkit listrik tenaga 
surya (PLTS) atap di berbagai 
sektor, baik rumah tangga, 
industri, maupun fasilitas 
publik. PLTS menjadi pilihan 
karena biaya teknologinya 
yang semakin kompetitif dan 
kemudahan dalam pemasan-
gan. Di sejumlah daerah, pe-
merintah juga mengembang-
kan pembangkit listrik tenaga 
air dan mikrohidro yang sesuai 
untuk wilayah dengan potensi 
aliran air melimpah, terutama 
di daerah pedalaman dan pe-
gunungan. 

Presiden menambahkan, 
peresmian Lapangan Minyak 
Forel dan Terubuk ini menjadi 
yang pertama dalam sektor 
lifting minyak dan gas pada 
masa pemerintahan baru. Ia 
menilai peresmian ini sebagai 
langkah nyata menuju swas-
embada energi nasional.

Namun, pengembangan 
energi terbarukan bukanlah 
tugas yang bisa diselesaikan 
oleh pemerintah pusat saja. 
Peran pemerintah daerah san-
gat penting dalam mendata 

potensi lokal dan mendorong 
partisipasi masyarakat. Di 
sisi lain, sektor swasta men-
jadi mitra strategis yang tak 
terpisahkan. Investasi dari 
pelaku industri energi, baik 
dalam negeri maupun asing, 
telah mulai menggeliat seiring 
dengan berbagai insentif dan 
kemudahan yang ditawarkan 
pemerintah. Kolaborasi an-
tara pemerintah, swasta, dan 
masyarakat diharapkan dapat 
menciptakan ekosistem energi 
terbarukan yang sehat dan 
berkelanjutan.

Penting untuk dipahami 
bahwa energi terbarukan 
bukan hanya soal teknolo-
gi atau pengurangan emisi 
karbon semata. Lebih dari 
itu, pengembangan energi 
terbarukan adalah tentang 
ketahanan nasional. Di tengah 
situasi geopolitik dunia yang 
tidak menentu, seperti konflik 
internasional, lonjakan harga 
minyak global, atau gangguan 
rantai pasok energi, Indonesia 
membutuhkan sistem energi 
yang kokoh dan mandiri. 
Energi terbarukan memberi-
kan jawaban atas tantangan 
tersebut. Sumber energinya 
ada di dalam negeri, dapat 
diperbarui secara alami, dan 
tidak tergantung pada paso-
kan dari luar. Dengan demi-
kian, bangsa ini dapat lebih 
percaya diri dalam menjaga 
stabilitas ekonomi dan keama-
nan energi.

Energi terbarukan juga ber-
peran penting dalam mewu-
judkan keadilan sosial. Masih 
banyak wilayah Indonesia, 
terutama di daerah terpencil 
dan terluar, yang belum me-

nikmati akses listrik secara 
merata. Melalui pengemban-
gan pembangkit skala kecil 
yang terdesentralisasi seperti 
PLTS off-grid, mikrohidro, 
atau biogas rumah tangga, 
masyarakat di pelosok dapat 
menikmati akses energi yang 
bersih, murah, dan andal. 
Program seperti “Indonesia 
Terang” telah menjadi langkah 
nyata pemerintah untuk men-
jangkau daerah-daerah yang 
selama ini terpinggirkan dari 
pembangunan infrastruktur 
energi konvensional. Dengan 
memanfaatkan energi ter-
barukan, desa-desa terpencil 
tidak lagi harus menunggu 
pembangunan jaringan listrik 
PLN yang memakan waktu 
dan biaya tinggi.

Pada akhirnya, transformasi 
menuju energi terbarukan 
bukanlah sebuah pilihan, me-
lainkan sebuah keharusan. Di 
tengah tuntutan global untuk 
mengurangi emisi karbon 
dan mengatasi perubahan 
iklim, Indonesia memiliki 
tanggung jawab dan peluang 
besar untuk menjadi pelopor 
di kawasan. Langkah-langkah 
yang telah diambil pemerintah 
merupakan fondasi penting 
menuju masa depan energi 
yang berkelanjutan, berdaulat, 
dan adil bagi seluruh rakyat. 
Melalui komitmen yang te-
rus diperkuat dan kolaborasi 
yang melibatkan semua pihak, 
cita-cita swasembada energi 
berbasis energi terbarukan bu-
kan lagi sekadar mimpi, teta-
pi sebuah keniscayaan yang 
sedang diwujudkan bersama. 
*) Penulis merupakan Pemerhati 
Energi

terakhir, berbagai kebijakan 
strategis telah dirumuskan 
untuk mempercepat pengem-
bangan energi terbarukan. 
Salah satu tonggak penting 
dalam hal ini adalah terbitnya 
Peraturan Presiden Nomor 
112 Tahun 2022 tentang Perce-
patan Pengembangan Energi 
Terbarukan untuk Penyedi-
aan Tenaga Listrik. Aturan 
ini memberikan kepastian 
hukum sekaligus mendorong 
iklim investasi di sektor energi 
terbarukan.

Pemerintah juga telah men-
yusun Rencana Umum Energi 
Nasional (RUEN) yang menar-
getkan bauran energi baru dan 
terbarukan mencapai 23 persen 
pada tahun 2025, dan terus 
meningkat hingga 31 persen 
pada tahun 2050. Target ini me-
mang ambisius, tetapi sangat 
diperlukan untuk mewujud-
kan masa depan energi yang 
berdaulat dan berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang 
Infrastruktur dan Pemban-

OLEH : NAURA AZKIA

NEGARA har-
us hadir secara 
konkret -mel-
alui regulasi, 

pendanaan, diplomasi bila-
teral, dan kebijakan publik- 
demi menjamin kenyamanan, 
keamanan, dan kekhusyukan 
ibadah warga negaranya. 
Kesadaran akan hal ini ter-
gambar jelas dalam regulasi 
Kementerian Agama melalui 
KMA 244 Tahun 2025. Atu-
ran ini bukan hanya rambu 
administratif, tetapi deklarasi 
yang menggambarkan tekad 
pemerintah dalam mengan-
tarkan jemaah haji menuju 
pelayanan yang paripurna. 

Dalam KMA tersebut, 
Menteri Agama menetapkan 
delapan program prioritas 
strategis untuk periode 2025-
2029 yang disebut Asta Protas, 
di antaranya adalah “suk-
ses penyelenggaraan haji”. 
Penempatan penyelengga-
raan haji sebagai bagian dari 
agenda prioritas kementerian 
menjadi bukti bahwa pelaksa-
naan haji adalah misi besar 
kenegaraan yang menyatu 
dengan orientasi pelayanan 
umat secara menyeluruh. 

Namun,  sebaga imana 
setiap sistem yang bergerak 
dinamis, di lapangan tidak 
semua berjalan semulus yang 

Mengantarkan Pelayanan Haji 2025 Paripurna
IBADAH haji bukan sekadar ibadah tahunan, 
ia adalah ritual kolosal lintas bangsa yang men-
untut ketelitian organisasi, sensitivitas budaya, 
dan kesiapan logistik tingkat tinggi. Di tengah 
kompleksitas yang mengiringinya, peran nega-
ra tidak lagi opsional, melainkan imperatif. 

direncanakan. Beberapa in-
siden mencuat dan menjadi 
perhatian publik. 

Salah satunya terkait sistem 
syarikah yang menyebabkan 
pasangan suami istri dipisah-
kan dalam rombongan yang 
berbeda, akibat alokasi hotel 
dan rute yang tidak serag-
am. Peristiwa ini tidak hanya 
menimbulkan disorientasi 
jemaah, tetapi juga menunjuk-
kan perlunya kontrol kualitas 
dan integrasi data antar-pe-
mangku kepentingan. 

Masalah juga muncul dari 
jemaah haji jalur Mujamalah 
(Furoda) yang terkendala 
visa. Tak sedikit dari me-
reka yang batal berangkat 
karena visanya tak kunjung 
terbit. Ini menandakan per-
lunya pembenahan sistem 
verifikasi dan komunikasi 
antarapenyelenggara, pihak 
otoritas Arab Saudi, dan pe-
merintah Indonesia, agar tidak 
menimbulkan ketidakpastian 
bagi jemaah. Di puncak haji, 
yakni fase Armuzna (Arafah, 
Muzdalifah, Mina), dinamika 
pelayanan juga tidak lepas 
dari sorotan. 

Adanya kebijakan tanazul 
(pengurangan kepadatan je-
maah) yang berubah-ubah, 
membuat sebagian jemaah 
kebingungan dan tidak-
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mendapat informasi yang 
memadai. Bahkan beredar 
kabar bahwa prosesi wukuf 
sempat “diargo” alias dibatasi 
waktunya oleh pihak tertentu 
-isu ini memang kemudian 
dibantah, namun sempat me-
nimbulkan keresahan. 

Merespons berbagai di-
namika tersebut, Menteri 
Agama RI, Prof. KH. Nasar-
uddin Umar, menunjukkan 
sikap kenegarawanan yang 
patut diapresiasi. Dalam ke-
terangannya kepada media 
pada 10 Juni 2025 di Kantor 
Daerah Kerja Makkah, beliau 
menyampaikan bahwa se-
luruh rangkaian puncak haji 
-mulai dari wukuf di Arafah, 
mabit di Muzdalifah, hingga 
lontar jumrah dan mabit di 
Mina- telah berjalan sesuai 
target, meskipun terdapat 
sejumlah kendala teknis di 
lapangan. 

“Dari lubuk hati kami yang 
paling dalam, kami menyam-
paikan permintaan maaf atas 
ketidaknyamanan bebera-
pa kloter, beberapa orang, 
mengalami keterlambatan, 
terpisah di Makkah, masalah 
penempatan tenda di Arafah, 
serta keterlambatan diMu-
zdalifah dan kemacetan,” 
ungkapnya. Pengakuan ter-
buka ini mencerminkan sikap 
rendah hati dan tanggung ja-
wab negara dalam pelayanan 
publik, serta memperkuat 
legitimasi moral bahwa proses 
perbaikan adalah keniscayaan 
dalam sistem pelayanan iba-
dah yang sangat kompleks.

Namun, jika hanya melihat 
pada kekurangan, kita akan 
kehilangan panorama lebih 
luas tentang ikhtiar luar biasa 
yang telah dilakukan negara 
dan para petugas haji. Tidak 

ada gading yang tak retak. 
Namun banyak bagian dari 
gading itu yang tetap utuh, 
kokoh, dan berkilau. 

Salah satunya tercermin 
dari aksi heroik Inspektur 
Jenderal Kemenag, Bapak 
Khairunas, yang menggen-
dong seorang jemaah lansia 
yang mengalami stroke di 
tengah suhu panas 42°C di 
wilayah Misfalah, Makkah. 
Peristiwa ini menjadi simbol 
nyata bahwa negara tidak 
sekadar memerintah dari atas, 
melainkan juga turun tangan 
dengan kasih dan kepedulian 
langsung di titik pelayanan 
paling bawah. Di sisi lain, 
penggunaan sistem Hajj Com-
mand Center (HCC) pada 
tahun ini menandai langkah 
maju digitalisasi layanan haji. 

Melalui pusat kendali ini, 
semua pergerakan jemaah 
dimonitor secara real time 
-baik secara spasial, medis, 
maupun administratif. Ketika 
ada jemaah yang terlambat 
turun bus atau membutuh-
kan kursi roda, informasi itu 
langsung terdeteksi dan di-
tindaklanjuti secara cepat. Ini 
adalah transformasi berbasis 
teknologi yang membuat pe-
layanan haji semakin adaptif 
terhadap tantangan zaman. 
Langkah-langkah lain yang 
patut diapresiasi adalah pe-
nerapan skema Murur, yaitu 
strategi memperlancar perge-
rakan jemaah dengan klasifi-
kasi berdasarkan kerentanan. 

Skema ini memberi perha-
tian khusus kepada jemaah 
lanjut usia dan penyandang 
disabilitas, memastikan me-
reka tidak terpapar risiko 
berlebihan saat prosesi lempar 
jumrah dan safar panjang 
di Armuzna. Bahkan dalam 

fatwa dan petunjuk resmi, 
jemaah lansia diperkenankan 
untuk mewakilkan ibadahnya 
demi keselamatan. 

Dari aspek kesehatan, pe-
merintah terus memperkuat 
sistem layanan medis haji 
secara komprehensif. Klinik 
Kesehatan Haji Indonesia 
(KKHI) kini dilengkapi fasili-
tas penunjang seperti radiolo-
gi, farmasi, hingga ambulans 
24 jam. Dukungan tim medis 
sektor, layanan mobile, serta 
integrasi data kesehatan ber-
basis digital (Siskohat dan 
Satu Sehat) juga menjadi in-
strumen penting untuk de-
teksi dini dan respons cepat 
terhadap risiko kesehatan 
jemaah. 

Keberhasilan lainnya juga 
terlihat dari sinergi lintas 
lembaga yang semakin solid. 
Dari Menko PMK, Menag, 
Menkes, BP Haji hingga syari-
kah, semuanya menunjukkan 
kerja kolaboratif, mulai dari 
persiapan debarkasi, manaje-
men konsumsi jemaah,hing-
ga pengawasan lapangan. 
Kementerian Agama juga 
berhasil membawa bumbu 
nusantara ke dapur katering 
di Tanah Suci, menjadikan 
makanan jemaah lebih cocok 
di lidah dan mengobati kerin-
duan akan Tanah Air. 

Tak kalah penting, perhati-
an negara terhadap jemaah tak 
berhenti di Tanah Suci. Proses 
pemulangan ke Tanah Air pun 
harus dijalankan tertib dan 
sesuai regulasi. Hingga kini, 
14 asrama haji embarkasi-de-
barkasi telah menyatakan ke-
siapan. (Penulis: Kepala Pusat 
Kerukunan Umat Beragama, Ke-
menterian Agama RI/ Pelaksana 
Harian Direktur Pelayanan Haji 
Luar Negeri) *SindoNews.Com.



SULTENG RAYA – PT Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
atau BRI terus menguatkan komit-
mennya melalui sejumlah strategi 
untuk memperluas inklusi keuan-
gan nasional di tengah gelombang 
transformasi digital yang semakin 
masif di sektor keuangan. 

Dengan pendekatan hybrid bank 
yang memadukan teknologi digital 
banking dan jaringan fisik, segmen-
tasi yang lebih adaptif, serta ekspan-
si layanan, AgenBRILink menjadi 
ujung tombak transformasi layanan 
keuangan hingga ke pelosok negeri.

Dengan jaringan layanan keu-
angan yang memberikan akses 
perbankan bagi masyarakat yang 
belum terlayani secara optimal, 
AgenBRILink hadir hingga ke 
wilayah 3T (Terdepan, Terluar, 
dan Tertinggal). Keberadaannya 
pun turut mendorong peningkatan 
signifikan dalam jumlah agen dan 
volume transaksi.

Tercatat, sepanjang Januari hing-
ga Mei 2025, layanan ini membu-
kukan 443 juta transaksi, didukung 
oleh 1,19 juta agen yang tersebar 
di 67.013 desa di seluruh Indone-
sia. Dengan menyediakan akses 
transaksi seperti tarik tunai, trans-
fer, hingga pembayaran tagihan, 
membuat AgenBRILink juga men-
yumbang pendapatan non-bunga 
(Fee Based Income) sebesar Rp643 
miliar bagi BRI selama periode 
tersebut.

Corporate Secretary BRI, Agustya 
Hendy Bernadi menyampaikan, 
peran AgenBRILink yang makin 

strategis sendiri tidak terlepas dari 
berbagai langkah konkret yang dila-
kukan oleh BRI dalam memperkuat 
fondasi dan kapabilitas jaringan 
keagenan di wilayah Indonesia. Di-
antaranya adalah penguatan sistem 
dan infrastruktur digital guna me-
ningkatkan keandalan, efisiensi, dan 
keamanan transaksi di tingkat agen. 

“BRI turut memperkaya fitur 
layanan yang ditawarkan, sehingga 
para agen dapat memberikan berag-
am solusi keuangan kepada masy-
arakat. Selain tarik tunai, transfer, 
pembayaran tagihan. Pembelian 
asuransi mikro, setoran pinjaman, 
layanan referral pembukaan reke-
ning tabungan dan layanan mikrofi-
nansial lainnya dapat terlayani oleh 
AgenBRILink,” ujar Hendy, Senin 
(16/6/2025).

Hendy juga mengungkapkan 
meskipun transformasi digital 
dan kehadiran fintech semakin 
berkembang, BRI melihat potensi 
AgenBRILink masih sangat besar. 

“Ini karena, perputaran uang 
tunai dan pola pembayaran secara 
cash masih mendominasi, bahkan 
mengalami peningkatan di banyak 
wilayah,” ucapnya.

Menurutnya, dengan strategi 
yang matang dan eksekusi yang 
konsisten, BRI optimistis AgenBRI-
Link dapat menciptakan peluang 
usaha bagi masyarakat setempat. 
Bahkan, ke depan AgenBRILink 
akan terus menjadi penggerak eko-
nomi daerah sekaligus mendorong 
literasi dan inklusi keuangan di 
seluruh Indonesia. RHT

SULTENG RAYA – Rang-
kaian event bertajuk NMAX 
Experience: Ride A Decade 
yang merupakan aksi se-
lebrasi dari perayaan satu 
dekade kehadiran NMAX di 
pasar Indonesia telah resmi 
berakhir.

Kegiatan yang berlangs-
ung selama periode Mei 
hingga Juni lalu itu, sukses 
terselenggara dengan san-
gat meriah di 11 Kota besar 
yang meliputi Jakarta, Tan-
gerang, Bogor, Bandung, 
Yogyakarta, Surabaya, Bali, 
Lombok, Medan, Makassar 
dan juga Banjarmasin.

Lebih dari 1.000 biker 
pengguna NMAX lintas ge-

nerasi berasal dari komuni-
tas lokal konsumen, media 
serta blogger dan vlogger 
ikut serta meramaikan jalan-
nya acara ini. 

Beragam kegiatan yang 
memfasilitasi para biker 
NMAX untuk menyalurkan 
hobi berkomunitas dalam 
bentuk gathering dan riding 
tersebut, juga dinilai sukses 
merefleksikan rasa bangga 
mereka sebagai bagian dari 
keluarga besar MAXi Ya-
maha yang saat ini tengah 
menjadi motor impian bagi 
banyak orang.

“Yamaha menyampaikan 
terima kasih kepada seluruh 
konsumen dan komunitas 

MAXi Yamaha di berbagai 
wilayah yang telah berparti-
sipasi meramaikan jalannya 
event NMAX Experience: 
Ride A Decade. Antusiasme 
yang tinggi dari para pe-
serta atas terselenggaranya 
event ini di berbagai dae-
rah menjadi bukti, bahwa 
NMAX tidak hanya sekedar 
sepeda motor untuk kebu-
tuhan mobilitas saja, tetapi 
selama 10 tahun terakhir,” 
kata Manager Public Relati-
on, YRA & Community PT 
Yamaha Indonesia Motor 
Mfg, Rifki Maulana dalam 
keterangan tertulis yang di-
terima Sulteng Raya, Senin 
(16/6/2025).

TOURING Komunitas Yamaha NMAX. FOTO: ISTIMEWA

Jangkau 67 Ribu Desa, 
AgenBRILink Terus Perkuat 
Inklusi Keuangan di Indonesia

SULTENG RAYA - Me-
miliki kendaraan bermotor 
tidak terlepas dari yang 
namanya bayar pajak dian-
taranya Pajak Tahunan & 5 
Tahunan, Pajak Kendaraan 
Baru, PPN, PPnBM, dan 
Sumbangan Wajib Dana 
Kecelakaan Lalu Lintas 
(SWDKLL). 

Awal tahun 2025 seja-
tinya menjadi berkah bagi 
masyarakat terkhusus bagi 
yang ingin memiliki ken-
daraan bermotor. Karena, 
sejak saat itu pemerintah 
memberikan Subsidi Pajak 
Bea Balik Nama & Pajak 
Kendaraan Bermotor. Se-
perti yang sama kita ke-
tahui, bahwa subsidi ter-
sebut hanya berlaku sejak 
Januari hingga Juni 2025.

Subsidi BBN-PKB ten-
tunya telah memberikan 
manfaat tersendiri bagi 
masyarakat khusus bagi 
yang ingin memiliki kenda-
raan pada kondisi sekarang 
ini. 

Dengan berakhirnya Sub-
sidi BBN-PKB tersebut dari 
Pemerintah, mengakibatkan 
kenaikan harga kendaraan 
bermotor di pasar. Tentunya 
kenaikan harga ini akan 
memiliki dampak yang sig-
nifikan bagi pelanggan dan 
industri otomotif secara 
keseluruhan.

Subsidi BBN-PKB yang 
sebelumnya diberikan oleh 
pemerintah terhitung awal 
2025 akan segera berakhir, 
sehingga biaya BBN & PKB 
kini menjadi beban penuh 
bagi konsumen. Hal ini 
menyebabkan kenaikan har-
ga kendaraan bermotor, 
karena biaya BBN-PKB yang 
lebih tinggi akan kembali 
dibebankan kepada pelang-
gan.

“Subsidi BBN-PKB yang 
berlaku sejak Januari 2025, 
tentunya sangat berpen-
garuh dalam keputusan 
konsumen untuk membeli 
kendaraan baru dan juga 
bagi kami di industri oto-
motif untuk terus servive. 
Dengan berakhirnya Subsidi 
BBN-PKB pada 30 Juni 2025 
untuk Wilayah Sulawesi 
Barat dan Sulawesi Tengah, 
pasti akan berdampak pada 
daya beli konsumen kare-
na mempengaruhi harga 
kendaraan yang akan naik 
per 1 Juli 2025,” ujar Mar-
keting General Manager 
Kalla Toyota, Suliadindalam 

AgenBRILink (ilustrasi). FOTO: DOK. BRI
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Selebrasi Satu Dekade NMAX Raih 
Antusiasme Pengguna MAXi Lintas Generasi

Selain itu, Kalla Toyota 
memberikan berbagai ke-
mudahan dan keuntungan 
lain yang tidak kalah me-
narik diantaranya, program 
Nyicil Rasa Tunai Bunga 0%, 
Diskon PPnBM untuk unit 
Hybrid hingga 10 Juta-an, 
serta Ekstra Diskon Tu-
kar Tambah hingga 5 Juta 
Rupiah. Bulan Juni juga 
merupakan periode terakhir 
dari Program Grand Prize 
berhadiah total 4 unit e-mo-
tor United MX 1200.

Untuk mengetahui infor-
masi lebih lengkap seputar 
Kalla Toyota, pelanggan 
dapat berkunjung ke web-
site Kalla Toyota di kal-
latoyota.co.id atau sosial 
media Kalla Toyota di In-
stagram @KallaToyotaID, 
Twitter @KallaToyotaID dan 
Facebook KallaToyota.me. 
Dapat pula menghubungi 
hotline Kalla Care di nomor 
04113000103 atau live chat 
via WhatsApp di nomor 
08114414030. RHT

“Motor ini telah bertrans-
formasi menjadi sebuah 
simbol kebanggaan dan 
gaya hidup bagi para peng-
gunanya. Maka tidak heran, 
jika dari waktu ke waktu 
NMAX selalu menjadi pili-
han utama serta dream bike 
bagi mereka penggemar 
skutik premium di tanah 
air,” ujarnya menambah-
kan. 

Beberapa momen mena-
rik turut terekam selama 
pelaksanaan NMAX Experi-
ence: Ride A Decade, seperti 
momen touring menuju 
spot-spot ikonik yang ti-
dak hanya memanjakan 
mata dengan pemandan-
gan alam yang indah tetapi 
juga menyajikan jalur me-
nantang dengan tanjakan 
terjal, turunan curam dan 
tikungan tajam. Jalur-jalur 
ikonik di berbagai daerah 
yang dilalui itu meliputi 
Puncak Sempur di Kara-
wang Barat, Puncak Malino 
di Sulawesi Selatan, dataran 
tinggi Ciwidey- Naringgul 
di Jawa Barat, dataran tinggi 

Bedugul di Pulau Bali, hing-
ga Puncak Mandiangin di 
Kalimantan Selatan.

Meskipun menguji skill 
berkendara, namun karak-
ter rute menantang seperti 
inilah yang justru men-
ambah keseruan selama 
touring, terutama bagi para 
peserta yang menggunakan 
NMAX “TURBO” generasi 
terbaru. Pasalnya, mere-
ka dapat memanfaatkan 
teknologi YECVT melalui 
fitur Y-Shift dan juga Riding 
Mode secara lebih optimal 
guna merasakan sensasi 
berkendara TURBO.

Selain touring menuju 
alam bebas yang menye-
garkan, pada NMAX Ex-
perience: Ride A Decade 
ratusan biker NMAX juga 
difasilitasi untuk kumpul 
bersama dengan rekan se-
sama komunitas sembari 
dilibatkan dalam berba-
gai games menarik. Mulai 
dari games outfit challenge, 
pembuatan konten digital 
hingga games-games yang 
sifatnya kelompok guna 

memperkuat kekompakan 
dan rasa persaudaraan di-
antara mereka.

Apresiasi yang tinggi 
pun disampaikan oleh para 
peserta yang ikut dalam 
keseruan NMAX Experien-
ce: Ride A Decade. Hal ini 
seperti yang disampaikan 
oleh Sangga Landu, salah 
satu member komunitas 
NMAX asal Makassar. 

“Senang banget bisa men-
jadi bagian dari perayaan 
bersejarah satu dekade 
NMAX di Indonesia. Mes-
kipun terlihat sederhana 
hanya sebatas kumpul dan 
touring, tapi bagi kami, mo-
men riding bareng rekan-re-
kan komunitas ini terasa 
hangat dan ikonik banget. 
Apalagi rute perjalanannya 
juga ke puncak Malino, 
salah satu spot riding ter-
kenal yang ada di Sulawesi 
Selatan,” terangnya.

Setelah berakhirnya ke-
giatan NMAX Experien-
ce: Ride A Decade, animo 
perayaan 1 dekade NMAX 
akan terus digaungkan me-

lalui kegiatan MAXI Ya-
maah Day 2025 yang akan 
berlangsung selama periode 
Juni – Agustus di berbagai 
kota besar di Indonesia. 

Agar dapat terus update 
dengan berbagai event seru 
MAXi Yamaha, silahkan 
follow akun Instagram 
resmi @yamahaindonesia. 
Sementara untuk infor-
masi produk dan layanan, 
silahkan kunjungi website 
resmi Yamaha Indonesia 
di link berikut ini www.
yamaha-motor.co.id

Sebagi tambahan infor-
masi, NMAX “TURBO” 
TechMAX di tahun lalu 
berhasil dinobatkan sebagai 
Motorcycle of The Year di 
ajang GridOto Award 2024. 

Pencapaian ini menunju-
kan, bahwa motor yang ke-
rap menjadi pelopor inovasi 
di segment Skutik Premium 
itu memang diakui sebagai 
motor terbaik yang mampu 
menjawab berbagai macam 
keutuhan berkendara dan 
gaya hidup dari pengguna-
nya. */HJ

UNIT Toyota (ilustrasi). FOTO: DOK. KALLA TOYOTA

Subsidi BBN-PKB Berakhir 
Juni, Juli Harga Naik!

keterangan tertulis yang di-
terima Sulteng Raya, Senin 
(16/6/2025).

Kenaikan harga kenda-
raan bermotor ini diper-
kirakan akan berdampak 
pada penurunan penjualan 
kendaraan bermotor, karena 
konsumen mungkin akan 
lebih berhati-hati dalam 
melakukan pembelian. Se-
lain itu, kenaikan harga 
ini juga dapat berdampak 
pada industri otomotif se-
cara keseluruhan, karena 
akan mempengaruhi pada 
penurunan penjualan dan 
juga dapat mempengaruhi 
produksi dan pendapatan 
perusahaan.

“Kami sarankan pelang-
gan segera melakukan pem-
belian kendaraan impiannya 
di Kalla Toyota di bulan ini 
untuk menghindari kenai-
kan harga yang akan ber-
laku bulan depan, dengan 
menikmati berbagai macam 
Program Special yang dita-
warkan oleh Kalla Toyota. 
Kami juga berharap peme-
rintah dapat mempertim-
bangkan kembali kebijakan 
pemberlakuan Subsidi BBN 
& PKB, karena tentunya 
akan tentunya akan berdam-
pak juga pada Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) dalam 
hal ini Pemerintah Provin-
si,” tutup Suliadin.

Kalla Toyota di bulan Juni, 
hadir dengan tema “June 
Journey, Nikmati dengan 
SmartUpgrade”. Menawar-
kan spesial Program Semua 
Serba 2x, yaitu DP Bisa Ba-
yar 2x, Gratis Cicilan 2 Bu-
lan, serta Gratis Asuransi 2 
tahun. 
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operasi skala besar yang dijuluki 
Rising Lion. Angkatan Udara Negeri 
Zionis itu menyerang sejumlah target 
dan fasilitas militer program nuklir 
yang dimiliki Iran.

Angkatan Udara Israel melakukan 
beberapa gelombang serangan di 
berbagai bagian Iran, termasuk 
Teheran, di mana beberapa pejabat 
militer senior Iran tewas, termasuk 

kepala Staf Umum Angkatan Bersen-
jata Iran dan komandan IRGC, serta 
beberapa ilmuwan nuklir.

Beberapa fasilitas nuklir, termasuk 
Natanz dan Fordow, dan posisi mi-
liter Iran di berbagai bagian negara 
itu juga terkena serangan.

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatol-
lah Ali Khamenei dalam pidato 
kepada para warga negaranya, me-

nyebut bahwa serangan terhadap 
Iran sebagai  bentuk kejahatan, 
seraya mengatakan bahwa Israel 
akan menghadapi "nasib yang pahit 
dan mengerikan."

IRGC menyatakan Republik Islam 
Iran telah meluncurkan Operasi True 
Promise III terhadap target militer 
di Israel sebagai tanggapan atas se-
rangan pasukan Zionis tersebut. ROL

lebih atau 96,81 persen dari alokasi yang 
direncanakan.

Sementara itu untuk realisasi PAD sebe-
sar Rp145, 68 miliar lebih atau 98,99 per-
sen. pendapatan transfer sebesar Rp1,65 
triliu lebih atau  98,49 persen serta lain-
lain pendapatan daerah yang sah sebesar 
Rp22,47 miliar elbih atau 85,46 persen.  
Sedangkan belanja modal terealisasi sebe-
sar Rp177,33 miliar lebih atau  91,64 persen 
dan belanja tidak terduga sebesar Rp7,49 
miliar lebih 87,88%. Pemerintah daerah 
juga melaporkan Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran (SILPA) tahun 2024 sebesar 
Rp28,92 miliar.

Bupati menyatakan, pencapaian-pen-

capaian tersebut tidak lepas dari peran 
DPRD dalam fungsi pengawasan serta 
dukungan seluruh perangkat daerah.

"Kami berharap sinergi yang telah 
terjalin ini dapat terus dijaga dan diting-
katkan, agar pembangunan daerah dapat 
terus berjalan efektif dan tepat sasaran," 
pungkasnya.

Setelah penjelasan Bupati tersebut, 
tahapan selanjutnya adalah pembahasan  
ditingkat Panitia Khusus (Pansus) DPRD 
Parmout.

Turut hadir pada rapat paripurna ter-
sebut, Wakil Bupati Abdul Sahid Dg Ma-
pato, Sekda Zulfinasran, kepala OPD dan 
pimpinan dan anggota DPRD Parmout. AJI

serta Manager ULP Inobonto dan jajaran. 
GM UID Suluttenggo menegaskan pen-
tingnya keterlibatan aktif seluruh unit 
dalam mengedukasi masyarakat tentang 
manfaat kendaraan listrik serta kesiapan 
PLN dalam menghadirkan infrastruktur 
yang andal.

Manager PLN UP3 Kotamobagu 
menyatakan kesiapannya dalam men-
dukung pengembangan ekosistem 
kendaraan listrik di wilayah kerjanya. 

“Kami akan terus meningkatkan pela-
yanan SPKLU sebagai bentuk dukungan 
terhadap program transisi energi. Ini 
bukan hanya tentang teknologi, tapi 
juga tentang tanggung jawab kita ter-
hadap lingkungan,” ujar Hengky.

Melalui pengembangan dan optima-
lisasi SPKLU, PLN berupaya menyedi-
akan kemudahan akses pengisian daya 
listrik sekaligus mengajak masyarakat 

beralih ke moda transportasi ramah 
lingkungan. Ini adalah langkah nyata 
PLN dalam mengurangi ketergantun-
gan terhadap bahan bakar fosil dan 
menurunkan emisi karbon di sektor 
transportasi.

Kunjungan ini menegaskan bahwa 
PLN tidak hanya fokus pada keanda-
lan pasokan, tetapi juga mengambil 
peran aktif dalam menjaga kelestarian 
lingkungan dan mendukung target net 
zero emission Indonesia di masa depan.

Untuk saat ini, PLN UID Suluttenggo 
memiliki total 43 Unit Stasiun Pengisian 
Kendaraan Listrik Umum yang tersebar 
di 6 lokasi Unit Pelaksana yang ada di-
wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Teng-
ah dan Gorontalo. Hal ini juga sebagai 
komitmen PLN dalam mendukung era 
kendaraan listrik dengan menyediakan 
infrastruktur yang mumpuni.*HJ

Menurut Wakapolres, donor darah 
ini melibatkan seluruh personel Pol-
res, Polsek, Bhayangkari dan PHL 
sebagai pendonor. Kegiatan ini diha-
rapkan dapat membantu ketersedian 
kantong-kantong darah di PMI dan 
Rumah Sakit, sehingga pasien yang 
membutuhkan darah dapat terlayani 
dengan cepat. 

"Jadi seperti slogan setetes darah 
kita ini sangat berharga bagi orang 
lain yang sedang membutuhkan, 
semoga setiap tetesan darah yang 
kita berikan ini dapat menolong 

orang yang sedang membutuhkan 
dan semoga menjadi ladang pahala 
bagi kita yang mendonorkan,” Kata 
Wakapolres.

Ditempat yang sama, Kasidok-
kes Polres Morut Aiptu Guntoro 
Eko Saputra S.KM  menyampaikan 
bahwa kegiatan donor darah tersebut 
dilaksanakan sesuai prosedur yang 
telah ditetapkan.

Diantaranya, mengisi formulir, 
mengecek tekanan darah, berat ba-
dan, pengecekan golongan darah, 
menunggu antrian untuk transfusi 

darah yang ditangani oleh Tim Medis 
dari PMI Kabupaten Morowali Utara 
dan RSUD Kolonodale.

Kepala seksi Kesehatan Polres Mo-
rowali Utara tersebut menyampaikan  
bahwa kegiatan donor berhasil men-
gumpulkan  sebanyak 38 kantong 
darah,  dengan rincian Golongan 
darah A sebanyak 3 Kantong, Golon-
gan Darah B sebanyak 12 Kantong, 
Golongan darah AB sebanyak 3 Kan-
tong, dan Golongan darah O sebanyak 
17 Kantong , serta untuk Cek Golon-
gan darah sebanyak 3 kantong. VAN

disusul oleh PT Lestari Smelter Indo-
nesia (LSI) sebagai juara 2 dengan poin 
700 dan tuan rumah PT IMIP juara 3 
dengan poin terkumpul 600,"ungkap 
Agus Nugraha Hidayatullah Ketua 
panitia cerdas cermat HLHS 2025 pada 
Senin (16/6/2025).

Ketua panitia pelaksana Agus 
Nugraha Hidayatullah menyam-
paikan bahwa lomba cerdas cermat 
HLHS 2025 bertemakan "Green In-
dustries for a Sustainable Future" 
atau industri hijau untuk masa depan 
berkelanjutan. 

Perlombaan tersebut diikuti oleh 32 
Tim perwakilan dari masing – masing 
perusahaan industri yang ada di da-
lam kawasan PT IMIP.

Tema ini menjadi pengingat bahwa 
dunia industri memegang peran kunci 
dalam upaya global untuk mencipta-
kan masa depan yang berkelanjutan 
dan bebas dari polusi plastik. Di 
kawasan industri sebesar IMIP, tang-
gung jawab tersebut bukan hanya 
tugas satu pihak, namun menjadi 
komitmen kolektif kita semua.

Agus Nugraha menyampaikan 

bahwa kegiatan lomba cerdas cermat 
merupakan salah satu kegiatan yang 
dilakukan pada setiap tahunnya oleh 
Departemen Enviromental PT IMIP.

Menurutnya, kegiatan ini meru-
pakan cerminan dari nilai-nilai yang 
ingin kita tanamkan bahwa kemajuan 
industri harus berjalan seiring dengan 
kepedulian terhadap lingkungan. 

“Kami percaya, langkah kecil 
yang konsisten dan kolaboratif akan 
memberikan dampak besar untuk 
masa depan yang lebih hijau dan 
berkelanjutan.”tegasnya. WAN

Ia menuturkan pelaksanaan Fes-
tival Danau Lindu perlu kerja sama 
dan kolaborasi semua pihak untuk 
meningkatkan pariwisata di daerah 
tersebut.

"Pada intinya perlu kerja-kerja 
bersama dan kolaborasi yang kuat, 
saya juga kaget ada surat pengundu-
ran diri dari HBI, kalau ada surat ini 
artinya mereka tidak siap bersama-
sama untuk mau menyukseskan 
kegiatan FDL," katanya.

Menurut dia, selama ini sudah 

menitipkan kepada panitia penye-
lenggara FDL untuk mengedepankan 
kolaborasi semua pihak.

"Saya pikir ini mungkin persoalan 
ego, kalau masing-masing mene-
kankan ego maka ini menjadi masalah 
sehingga pemerintah daerah harus 
mengambil alih persoalan ini, kita 
membutuhkan orang-orang yang 
berpikir positif supaya Festival Danau 
Lindu dapat berjalan sukses," katanya.

Diketahui Festival Danau Lindu 
dirancang sebagai ruang apresiasi 

budaya yang menggabungkan seni 
tradisional, potensi wisata alam, serta 
kekuatan komunitas lokal.

FDL akan menjadi salah satu ikon 
budaya tahunan yang dinantikan 
masyarakat dan wisatawan terma-
suk menjadi momentum besar da-
lam mengangkat potensi lokal dan 
memperkuat semangat kebersamaan 
antarwarga.

Pelaksanaan Festival Danau Lindu 
tahun 2025 diselenggarakan pada 3 
sampai 5 Juli mendatang. ANT

SULTENG RAYA - Pe-
latih Gerald Vanenburg, 
Senin (16/6), resmi merilis 
nama 30 pemain Timnas 
Indonesia U-23 yang akan 
menjalani pemusatan lati-
han jelang tampil di Piala 
AFF U-23 2025.

Sejumlah nama kejutan 
masuk daftar panggil Tim-
nas U-23. Penyerang natu-
ralisasi Timnas U-19, Jens 
Raven, masuk skuad Tim-
nas U-23. Beberapa pemain 
Timnas U-19 lainnya juga 
masuk skuad, seperti Alf-
hafrezzi Buffon dan Toni 
Firmansyah.

Vanenburg juga me-
manggil beberapa pemain 
yang berstatus pernah 
memperkuat Timnas se-
nior, seperti Hokky Ca-
raka, Kadek Arel, Dony Tri 
Pamungkas, Victor Dethan, 
Rayhan Hannan, Daffa 
Fasya, hingga Muhammad 
Ferarri.

"Saya dan staf pelatih 
sangat menantikan turna-
men ini, dan saya senang 
dengan para pemain yang 
saya pilih. Kami akan me-
lakukan segala yang kami 
bisa untuk tampil sebaik 
mungkin demi Indone-
sia. Karena itulah kami 
bermain untuk membuat 
Indonesia bangga." ujar 
Vanenburg dikutip dari 
Kita Garuda.

Pemusatan latihan (trai-
ning camp) Timnas In-

Daftar 30 Pemain Timnas Indonesia 
U-23 untuk Piala AFF 2025

Hujan Rudal Iran Hantam Pembangkit 
Listrik, Israel Tengah Gelap Gulita

SULTENG RAYA - Media Israel yang 
dilansir Mehr melaporkan putusnya aliran 

listrik di Israel tengah usai Iran kembali 
meluncurkan serangan rudal ke kota Haifa. 

Pada Senin (16/6/2025) pagi, gelombang 
kedelapan serangan rudal bagi dari Ope-

rasi Janji Setia III, IRGC menargetkan pem-
bangkit listrik dengan rudal pada 4:50 pagi 

sebagai balasan atas agresi Israel.

Dilaporkan the Guardi-
an dilansir Jerusalem Post, 
Senin, kehancuran dilapor-
kan terjadi di pembangkit 
listrik di Haifa dan pusat 
Israel akibat hantaman ru-
dal Iran pada Ahad malam 
hingga Senin pagi. Kobaran 
api juga terlihat di pem-
bangkit listrik di pelabuhan 
Haifa.

The Guardian mengob-
servasi potongan video mi-
liter Israel mengintersep 
serangan yang disusul han-
taman dua rudal hipersonik. 
Perusahaan Listrik Israel 
mengonfirmasi bahwa Iran 
merusak pusat jaringan lis-
trik namun menegaskan, 
"tim sedang bekerja di la-
pangan untuk menetralisir 

dampak kemanan, khusus-
nya risiko dari percikakan 
listrik akibat terputusnya 
kabel-kabel listrik."

"Pada saat yang sama, 
perker jaan sedang di -
laksanakan untuk mem-
perbaiki infrastruktur dan 
mengembalikan sumber 
listrik," demikian keteran-
gan tambahan Perusahaan 
Listrik Israel.

IRGC pada Senin men-
gatakan, mereka menggu-
nakan 'metode baru' untuk 
mendisrupsi sistem perta-
hanan berlapis Israel saat 
gelombang serangan kedela-
pan pada Senin (16/6/2025) 
menghantam Tel Aviv dan 
kota pelabuhan Haifa. IRGC 
mengatakan, bahwa pening-
katan kemampuan perala-
tan dan intelijen yang digu-

nakan dalam serangan yang 
"lebih kuat dan mematikan 
dari sebelumnya" mengaki-
batkan tidak berfungsinya 
sistem pertahanan Israel.

"Sistem pertahanan berla-
pis musuh terganggu sede-
mikian rupa hingga sistem 
pertahanan rezim (Israel) 
saling menargetkan," de-
mikian keterangan IRGC 
dikutip Anadolu.

IRGC mengatakan, inova-
si ini membuat rudal-rudal 
menghantam target secara 
maksimal meski teknologi 
pertahanan Israel didukung 
oleh AS dan negara Ba-
rat. Iran menggambarkan 
operasi serangan balasan 
terhadap Israel sebagai pe-
menuhan janji untuk para 
komandan yang meninggal 
terbunuh dan menunjukkan 

bahwa "kalkulasi dan ases-
men dari musuh Zionis dan 
AS melawan Republik Islam 
Iran sepenuhnya salah."

IRGC mengingatkan 
bahwa operasi yang efektif 
menghantam target dan 
lebih mematikan terhadap 

objek vital dari "rezim palsu" 
akan berlanjut hingga "ke-
hancuran penuh".

Gelombang serangan ru-
dal terbaru Iran dilaporkan 
mengakibatkan korban te-
was dan melukai puluhan 
warga Israel pada Senin. 

Iran terus melanjutkan se-
rangan balasan setelah Is-
rael menyerang Teheran 
sejak Jumat pekan lalu yang 
menghantam fasilitas rudal 
dan nuklir dan juga membu-
nuh para komandan militer 
Iran. ROL

PETUGAS pemadam kebakaran bekerja memadamkan api setelah rudal yang diluncurkan Iran menghantam Haifa, Israel utara pada 
Ahad, 15 Juni 2025.FOTO: AP PHOTO/RAMI SHLUSH

donesia U-23 jelang Piala 
AFF U-23 2025 akan ber-
langsung di Jakarta mulai 
20 Juni mendatang.

Piala AFF U-23 2025 akan 
berlangsung di Jakarta dan 
Bekasi sepanjang 15 Juli 

hingga 29 Juli mendatang. 
Dua stadion yang akan 
digunakan adalah Stadion 
Utama Gelora Bung Karno 
(SUGBK) di Jakarta dan 
Stadion Patriot Candra-
bhaga di Bekasi. CNN

Daftar 30 pemain Timnas Indonesia U-23 
untuk Piala AFF U-23 2025:

KIPER
Cahya Supriadi (PSIM Yogyakarta) 
Dafa Fasya (Borneo FC) 
Erlangga Setyo (PSPS Pekanbaru) 
Muhammad Ardiansyah (PSM Makassar) 
Husna Al Malik (Persik Kediri) 
Putra Sheva Sanggasi (Persib Bandung)

BELAKANG
Kadek Arel Priyatna (Bali United) 
Muhammad Ferrari 
Rahmat Syawal (PSIS Semarang) 
Alfhafrezzi Buffon (Borneo FC) 
Brandon Scheunemann (Arema FC) 
Ahmad Maulana (Arema FC) 
Kakang Rudianto (Persib Bandung) 
Frengky Missa (Bhayangkara Presisi FC) 
Mikael Alfredo Tata (Persebaya Surabaya)

TENGAH
Rivaldo Enero Pakpahan (Borneo FC) 
Roby Darwis (Persib Bandung) 
Toni Firmansyah (Persebaya Surabaya) 
Muhammad Rayhan Hannan (Persija Jakarta) 
Dony Tri Pamungkas (Persija Jakarta) 
Yardan Yafi (Persita Tangerang) 
Arkhan Fikri (Arema FC)

DEPAN
Victor Dethan (PSM Makassar) 
Althaf Indie Alrizky (Persis Solo) 
Hokky Caraka (PSS Sleman) 
Jens Raven (FC Dordrecht) 
Dominikus Dion (PSS Sleman) 
Firman Juliansyah (Semen Padang) 
Rahmat Arjuna Reski (Bali United) 
Ahmad Wadil (Malut United). CNN

JENS RAVEN masuk skuad Timnas Indonesia U-23 untuk Piala AFF 2025. FOTO: ANTARA/DHEMAS REVIYANTO
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SULTENG RAYA

Turut hadir dalam per-
temuan tersebut Sekretaris 
Daerah Kota Palu, Irmayanti 
Pettalolo, beserta sejum-
lah pimpinan Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) 
terkait di lingkungan Peme-
rintah Kota Palu.

Pertemuan ini membahas 
secara mendalam konsep 
nota kesepakatan antara 
Pemerintah Kota Palu dan 
BPS Kota Palu yang akan se-

gera ditandatangani dalam 
waktu dekat. 

Fokus utama kesepakatan 
tersebut adalah Internali-
sasi Manajemen Data dan 
Indikator Strategis guna 
meningkatkan kompetensi 
aparatur pemerintah daerah 
dalam bidang pengemban-
gan statistik.

Wal i  Kota  Hadianto 
menyampaikan dukungan-
nya terhadap rencana kerja 

WALI Kota bersama BPS Palu membahas persiapan Mou data, Senin (16/06/2025), FOTO PPID 
KOMINFO PALU

Pemkot Rumuskan 
Isi MoU Bareng BPS

 SULTENG RAYA- Wali Kota Palu, Hadian-
to Rasyid, didampingi oleh Wakil Wali Kota 
Palu, Imelda Liliana Muhidin,  melaksana-
kan pertemuan bersama jajaran Badan Pusat 
Statistik (BPS) Kota Palu, Senin (16/06/2025), 
bertempat di ruang kerja Wali Kota Palu.

sama ini sebagai bagian 
dari upaya memperkuat 
tata kelola data yang akurat 
dan terintegrasi di lingkup 
pemerintahan.

“Pokoknya kita dukung. 
Ini jadi penguatan bagi kita,” 
tegas Wali Kota.

Melalui kerja sama ini, 
diharapkan kualitas data 
dan indikator pembangunan 
Kota Palu dapat lebih terjaga 
serta mampu menjadi dasar 
perumusan kebijakan yang 
lebih tepat sasaran dan ber-
basis bukti.

Langkah ini juga sejalan 
dengan komitmen Peme-
rintah Kota Palu dalam 
mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang transpa-
ran, akuntabel, dan berbasis 
data.ABS

SULTENG RAYA- Uni-
versitas Tadulako (Untad) 
melakukan finalisasi dan 
Pengesahan Penyusunan 
Panduan dan Peraturan 
Akademik Tahun Akademik 
2025–2026, di Meeting Room 
Hotel Aston Palu, Sabtu 
(14/6/2025).

Kegiatan ini menjadi ta-
hap akhir dari rangkaian 
panjang penyusunan do-
kumen strategis akademik 
yang akan menjadi dasar 
operasional bagi seluruh 
unit kerja akademik di ling-
kungan Untad.

Kegiatan dihadiri oleh 
Rektor, Wakil Rektor, para 
Dekan, Ketua Senat, dan 
perwakilan seluruh fakultas.

Dalam sambutan pem-
bukaannya, Ketua Panitia 
Dr. Muh Ryman Napirah, 
S.KM., M.Kes menyampai-
kan apresiasi atas keterli-
batan dan kontribusi aktif 
seluruh pihak yang telah ter-
libat sejak awal proses pen-
yusunan. Ia menyampaikan 
pentingnya dokumen ini 
sebagai acuan yang konsis-
ten dan terpadu dalam pe-
laksanaan akademik, mulai 
dari kurikulum, tata kelola 
pembelajaran, hingga sistem 
evaluasi.

“Finalisasi ini menjadi 
momentum penting untuk 
memastikan tidak ada lagi 
tumpang tindih kebijakan 
akademik. Diharapkan, se-
luruh fakultas dan program 
studi dapat mengimplemen-
tasikan panduan ini secara 
seragam dan terstandarisa-
si,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Rek-
tor Bidang Akademik, Prof. 
Dr. Eng. Ir. Andi Rusdin, ST., 
MT., M.Sc, dalam sambutan-
nya menekankan bahwa 
dokumen panduan ini tidak 
sekadar bersifat administra-
tif, melainkan merupakan 
landasan strategis yang akan 
menunjang mutu akademik 
Untad secara menyeluruh. 

REKTOR Untad Prof. Dr. Ir. Amar, ST.,MT saat memberikan sam-
butan pada finalisasi dan Pengesahan Penyusunan Panduan dan 
Peraturan Akademik Tahun Akademik 2025–2026, di Meeting 
Room Hotel Aston Palu, Sabtu (14/6/2025).FOTO: HUMAS

Untad Finalisasi dan Sahkan Panduan 
Akademik Tahun 2025–2026

Ia menyebutkan bahwa 
dokumen ini selaras dengan 
arah kebijakan nasional. 
“Panduan ini akan menja-
di referensi utama dalam 
proses akreditasi, baik in-
stitusi maupun program 
studi. Universitas juga harus 

adaptif terhadap dinamika 
kebijakan pendidikan tinggi, 
dan revisi ini adalah bentuk 
kesiapan kita,” tutur Prof. 
Andi.

Ketua Senat Untad, Prof. 
Dr. Djayani Nurdin, M.Si, 
turut memberikan sambutan 

dengan menegaskan komit-
men senat dalam mengawal 
implementasi panduan ini. 
“Senat akan memastikan 
bahwa peraturan ini diin-
ternalisasi dan diterapkan 
secara konsisten. Evaluasi 
berkala juga perlu dilakukan 
agar tetap relevan dengan 
perkembangan ke depan,” 
ujarnya.

Rektor Untad Prof. Dr. Ir. 
Amar, ST.,MT pada momen 
tersebut menyampaikan 
bahwa panduan akademik 
yang telah didiskusikan 
hari ini harus benar-benar 
diimplementasikan karena 
telah disepakati bersama 
oleh semua pihak.

“ Diharapkan hasil finali-
sasi ini akan segera disahkan 
sebagai dokumen resmi 
yang berlaku mulai Tahun 
Akademik 2025–2026. Kita 
harapkan Finalisasi dan Pen-
gesahan Panduan Akademik 
ini tidak hanya menjadi for-
malitas, tetapi benar-benar 
dijadikan pedoman akade-
mik di tingkat operasional,” 
harapnya.ENG

SULTENG RAYA- Ujian 
Tulis Berbasis Komputer 
(UTBK) dalam rangka Selek-
si Mandiri Masuk Perguruan 
Tinggi Negeri (SMMPTN) 
Tahun 2025 Universitas Ta-
dulako (Untad) diikuti seba-
nyak 5.947 peserta.

Wakil Rektor Bidang Aka-
demik sekaligus Ketua Tim 
Pelaksana UTBK-SMMPTN 
Untad, Prof. Dr. Eng. Ir. 
Andi Rusdin, S.T., M.T., 
M.Sc menyampaikan jika pe-
laksanaan UTBK-SMMPTN 
Untad berlangsung mulai 
tanggal 16 hingga 23 Juni 
2025, dipusatkan di Media 
Center Untad.

“Total peserta yang men-
gikuti seleksi di lokasi uta-
ma sebanyak 5.624 orang, 
terbagi dalam 19 sesi ujian. 
Sementara itu, sebanyak 323 
peserta dari Program Studi 
di Luar Kampus Utama 
(PSDKU) dijadwalkan men-
gikuti ujian pada tanggal 30 
Juni 2025 dalam 1 sesi tam-
bahan,” ungkap Prof. Rus-
din, pada sesi Serah Terima 
Berita Acara Pelaksanaan 
Ujian (BAPU) pada Senin 
(16/6/2025), bertempat di 
Ruang Rektor Universitas 
Tadulako.

UTBK tahun ini meng-
gunakan 15 ruangan ujian 
dengan dukungan 300 unit 
komputer serta melibat-
kan 280 pengawas ruang 
demi menjamin kelancaran 
dan ketertiban pelaksanaan. 
Adapun pengumuman hasil 
ujian dijadwalkan pada 5 
Juli 2025.

Sebagai bentuk komit-
men terhadap pemerataan 
akses pendidikan tinggi, 
Untad kembali membuka 
jalur afirmasi dalam seleksi 
SMMPTN 2025. Jalur ini 
diperuntukkan bagi peserta 
dengan latar belakang pra-
sejahtera, keluarga tenaga 
dosen dan kependidikan 
Untad, putra-putri guru, 
peserta berprestasi di bidang 
akademik dan non-aka-
demik, alumni Lab School 
Untad, Ketua OSIS, serta 
mitra kerja sama institusi.

Dalam sambutannya, 
Rektor Universitas Tadula-
ko, Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., 
M.T., menyampaikan bah-
wa penerimaan mahasiswa 
baru terbuka untuk semua 
kalangan, dengan harapan 
mampu menjaring peserta 
didik yang berkualitas. 

Ia juga mengisyaratkan 

kemungkinan adanya pe-
rubahan sistem seleksi di 
tahun mendatang melalui 
kerja sama dengan Direk-
torat Pendidikan Dasar dan 
Menengah (Dikdasmen), 
terkait penerapan Tes Po-
tensi Akademik (TPA) yang 
mencakup mata pelajaran 
Bahasa Indonesia dan Ma-
tematika. Lebih lanjut, Prof. 
Amar menekankan bah-
wa dalam proses seleksi 
UTBK-SMMPTN ini, Untad 
tetap menggunakan sistem 
passing grade, termasuk 
bagi pendaftar di Fakultas 
Kedokteran. Seluruh calon 
mahasiswa Untad diwajib-
kan mengikuti prosedur 
pemeriksaan kesehatan. 
Khusus untuk calon maha-
siswa Fakultas Kedokteran, 
prosedur pemeriksaan kese-
hatan berbeda dari fakultas 
lainnya karena mencakup 
rangkaian tes tambahan, 
seperti tes buta warna dan 
tes narkoba. 

Oleh karena itu, terdapat 
perbedaan biaya pemeriks-
aan kesehatan. Sesuai den-
gan informasi yang dirilis 
oleh panitia penerimaan SM-
MPTN, biaya pemeriksaan 
kesehatan untuk mahasiswa 

Fakultas Kedokteran sebesar 
Rp565.000, sedangkan untuk 
mahasiswa dari fakultas lain 
sebesar Rp65.000.

Selain itu, rektor Untad 
juga menegaskan bahwa 
dalam proses pendaftaran 
SMMPTN ini, Untad tidak 
bekerja sama dengan agen 
pendaftaran mana pun yang 
memungut biaya.

“Kami tidak membuka 
jalur pendaftaran melalui 
perantara atau agen. Se-
luruh proses resmi dilaku-
kan melalui sistem online 
Universitas Tadulako. Hal 
ini pernah terjadi karena 
biasanya banyak yang mem-
buka agen pendaftaran yang 
mengatasnamakan Untad 
dan menggunakan lambang 
Untad sehingga terlihat se-
perti agen resmi Untad,” 
tegas Prof. Amar.

Usai serah terima BAPU, 
kegiatan dilanjutkan den-
gan peninjauan langsung 
ke lokasi ujian UTBK-SM-
MPTN oleh Rektor dan ja-
jaran pimpinan. Peninjauan 
dilakukan 15 menit sebelum 
sesi ujian dimulai, untuk me-
mastikan pelaksanaan ujian 
berlangsung lancar tanpa 
kendala.*ENG

REKTOR Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T saat memantau jalannya pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer 
(UTBK) dalam rangka Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) Tahun 2025. FOTO: HUMAS

UTBK-SMMPTN 2025 Untad 
Diikuti 5.947 Peserta

SULTENG RAYA- Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan 
Daerah (Dispusarda) Provinsi 
Sulawesi Tengah terus be-
rupaya mendorong pening-
katan Indeks Pembangunan 
Literasi Masyarakat (IPLM), 
salah satunya melalui Bimtek 
Literasi Informasi untuk Pus-
takawan, Guru, dan Pegiat 
Literasi.

Kegiatan yang mengangkat 
tema “Kecakapan Literasi 
Informasi Pustakawan, Guru 
dan Pegiat Literasi untuk 
Penguatan Literasi Masyara-
kat,” dihadiri kurang lebih 50 
peserta berlangsung selama 
satu hari, di Aula Dispusarda 
Sulteng, Senin (16/6/2025).

Sekretaris Dispusarda 
Sulteng,  Keong Makalalag 
dalam arahannya mengingat-
kan betapa pentingnya kegi-
atan ini sebagai upaya men-
dorong nilai IPLM dan TGM 
Sulawesi Tengah, sekalipun 
katanya ada peningkatan 
yang cukup signifikan dari 
tahun 2023 ke 2024, namun 
tidak bisa berpuas diri den-
gan kenaikan itu.

Tahun 2023, IPLM Sulawesi 
Tengah berada dalam katego-
ri sedang dengan angka 69,43, 
urutan 26 dari 38 provinsi 
dan nilai Tingkat Kegema-
ran Membaca (TGM) juga 
masih berada dalam kategori 
sedang dengan angka 56,86. 

“Alhamdulillah pada 
tahun 2024 IPLM berada pada 
peringkat 17 dari 38 provinsi 
dengan nilai 71,70 dan nilai 
TGM Sulawesi Tengah be-
rada pada urutan 26 dari 38 

SEKRETARIS Dispusarda Sulteng,  Keong Makalalag saat membuka 
Bimtek Literasi Informasi untuk Pustakawan, Guru, dan Pegiat Literasi, 
di Aula Dispusarda Sulteng, Senin (16/6/2025). FOTO:  AMILUDDIN

Dispusarda Sulteng Dorong Peningkatan 
IPLM Melalui Bimtek Literasi

SULTENG RAYA- Wali 
Kota Palu, Hadianto Rasyid 
melakukan kunjungan ke se-
kolah Joyful Kids Palu yang 
berlokasi di Jalan Kijang 
Raya, Kota Palu, pada Senin 
(16/6/2025).

Joyful Kids merupakan 
salah satu sekolah swasta 
di Kota Palu yang berfokus 
pada pendidikan anak usia 
dini sebelum memasuki 
jenjang Sekolah Dasar (SD). 

Dalam kunjungan ter-
sebut, Wali Kota Hadian-
to Rasyid berkesempatan 
menyapa langsung para 
siswa Joyful Kids yang 
menyambutnya dengan 

penuh semangat dan kece-
riaan. Dengan penuh kehan-
gatan, Wali Kota berdialog 
dengan anak-anak, mena-
nyakan alasan mengapa 
mereka senang bersekolah 
di Joyful Kids. 

Anak-anak pun dengan 
percaya diri menjawab satu 
per satu, menunjukkan ke-
mampuan komunikasi me-
reka yang luar biasa sejak 
dini.

"Saya merasa sangat bang-
ga melihat anak-anak Joy-
ful Kids. Mereka semua 
hebat-hebat, berani, cer-
das, gagah, dan berparas 
cantik serta ganteng. Pak 

WALI Kota Palu Hadianto berfoto bareng siswa Joyful Kids Palu. 
Senin (16/06/2025). FOTO: PPID KOMINFO PALU

Siswa Joyful Kids Palu Datangi Wali Kota
wali bangga sekali," ujar 
Wali Kota dengan penuh 
antusias.

Dalam suasana akrab, 
Wali Kota Hadianto juga 
menanyakan cita-cita dari 
masing-masing anak. 

Jawaban yang diberikan 
pun beragam dan mengge-
maskan, mulai dari ingin 
menjadi dokter, pesalon, 
youtuber, anggota dewan, 
hingga ada yang bercita-cita 
menjadi ninja.

Wali Kota pun menyam-
paikan doa dan harapan 
agar apa yang dicita-citakan 
oleh anak-anak tersebut 
dapat tercapai di masa men-
datang.

"Semoga cita-cita adik-
adik semua bisa tercapai. 
Tapi ingat, siapa yang ingin 
meraih cita-citanya, harus 
rajin belajar, rajin sekolah, 
dan terus semangat. Pas-
ti bisa," pesan Wali Kota 
Hadianto Rasyid kepada 
anak-anak.

Kunjungan ini menjadi 
bentuk perhatian Pemer-
intah Kota Palu terhadap 
dunia pendidikan sejak usia 
dini, sekaligus memberikan 
motivasi kepada anak-anak 
agar terus tumbuh menjadi 
generasi yang cerdas, perca-
ya diri, dan penuh semangat 
dalam meraih impian me-
reka.ABS

provinsi,”sebut Sekdis. 
Upaya peningkatan harus 

terus dilakukan, diantaranya 
diperlukan adanya pembi-
naan dan pengembangan 
perpustakaan dan pembu-
dayaan minat baca untuk 
semua elemen masyarakat 
secara berkesinambungan 
melalui berbagai  program 
dan kegiatan. 

“Kegiatan ini diharapkan 
agar para pengelola Perpus-
takaan, Pustakawan, Guru 
dan Pegiat Literasi, seba-
gai pengelola pengetahuan 
menguasai strategi literasi 
informasi untuk membantu 
pengguna. Karena peran stra-
tegis guru sebagai pendidik 
membutuhkan keterampilan 
mengintegrasikan literasi in-
formasi dalam pembelajaran. 
Begitu juga dengan peran 
strategis  pegiat literasi adalah 
berperan menyasar masyara-
kat di daerah,”sebut Sekdis.

Bimtek  ini sebutnya, bukan 
hanya pelatihan teknis, tetapi 
investasi jangka panjang un-
tuk membangun masyarakat 
yang cerdas (Berani Cerdas 
Sulteng Nambaso), kritis dan 
mampu beradaptasi dengan 
perubahan zaman dengan 
melibatkan Pustakawan, 
Guru dan Pegiat Literasi 
sehingga diharapkan dam-
paknya dapat meluas.

Di tempat tersebut, Sekdis 
juga mengucapkan terima 
kasih kepada semua pihak  
yang telah memberikan kon-
tribusi sehingga IPLM Sula-
wesi Tengah masuk urutan 
ke-17 dari 38 provinsi dan 
TGM masuk urutan ke-26 
dari 38 provinsi. 

“Saya ucapkan terimakasih 
kepada semua pihak yang 
telah memberikan kontribusi 
sehingga IPLM dan TGM 
Sulteng mengalami pening-
katan,”ucapnya. ENG


